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ABSTRAK 
Nama : EKA SRI NURHAYATI 
NIM   : 90400114003 
Judul :PERAN AUDITOR ATAS HASIL AUDIT DANA KAMPANYE 
MELALUI PROSEDUR AUDIT DANA KAMPANYE PADA 
PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI PADA KOMISI 
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur audit dana kampanye 
pada pemilihan kepala daerah. Selain itu, juga untuk mengetahui peran auditor 
atas hasil audit dana kampanye pada pemilihan kepala daerah. 
 
Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara dengan jenis 
penelitian yang tergolong kedalam penelitian kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan deskriptif untuk menjelaskan segala aspek yang terkait dengan 
penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Auditor di salah satu 
KAP diKota Makassar, Kabag. serta Kasubbag. KPU Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur audit dana kampanye 
pada pemilihan kepala daerah  terdiri atas: a.  Pengujian Asersi atas Umum, b. 
Periode Pencatatan dan Pelaporan, c. Penerimaan dan Pengeluaran Dana 
Kampanye, atas: Rekening Khusus Dana Kampanye, Batasan Maksimum, 
Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Ketepatan waktu pelaporan 
LADK/LPSDK/LPPDK ke KPU Provinsi serta penyetoran sumbangan yang 
dilarang kas Negara,Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye, Pembukaan 
RKDKP nama bank, nama pemilik RKDKP, dan Cakupan LADK. Peran 
auditor atas hasil audit dana kampanye pada pemilihan kepala daerah adalah 
sebagai pelaksana dan untuk menyampaikan hasil audit dana kampanye yang 
dilakukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas laporan penerimaan 
dan penggunaan dana kampanye peserta pemilihan kepala daerah. 
 
Kata Kunci : Prosedur Audit., Peran Auditor, Komisi Pemilihan Umum. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Indonesia di era sekarang ini semakin marak membicarakan kemajuan dan 
kemakmuran bangsa dengan semakin berantusias untuk ikut serta membangun 
Negara berasaskan demokrasi. Demokrasi merupakan suatu bentuk keadilan yang 
dicanangkan bangsa Indonesia sebagai wujud partisipasi nyata dari seluruh 
elemen-elemen dalam keikutsertaannya membangun bangsa. Demokrasi sebelum 
amandemen UUD 1945 kedaulatan sepenuhnya dipegang oleh MPR, sebagaimana 
dalam pasal 1 ayat (2) yang mengatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada 
ditangan rakyat dan dijalankan berdasarkan UUD. Demokrasi bertujuan untuk 
menciptakan keadilan dalam berpolitik serta mewujudkan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia diberbagai bidang (Masyithoh, 2007). 
Sistem demokrasi diwujudkan dalam sebuah partisipasi atau berperannya 
rakyat dalam menentukan wakil-wakil yang akan menduduki kursi pemerintahan. 
Partisipasi tersebut berupa penggunaan hak suara dalam menentukan siapa yang 
akan menjadi pemimpin. Pengumpulan hak-hak suara tersebut dilakukan dalam 
sebuah program pemerintah yang disebut dengan Pemilihan Umum (Sugiwa. dkk, 
2015). Bentuk pemerintahan yang demokratis diprogram melalui Pemilihan 
Umum (Pemilu) kepala daerah di masing-masing wilayah atau daerah yang akan 
menjadi tonggak kemajuan suatu daerah dimana setiap calon pemimpin 
pemerintahan berasal dari rakyat dan akan kembali kepada rakyat. Pemilihan 
kepala daerah (pilkada) di Indonesia merupakan amanah langsung dari gerakan 
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reformasi. Disenyalir perlunya partisipasi yang kuat dari masyarakat untuk ikut 
terlibat langsung dalam memilih pemimpin, maka pemilihan kepala daerah 
menjadi momentum demokrasi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara di Indonesia. Sebagai wujud implementasi demokrasi, pilkada 
dimaksudkan tidak saja untuk memenuhi hasrat mengganti mekanisme lama 
pemilihan pemimpin dan wakil rakyat gaya otoriterisme, akan tetapi juga secara 
filosofis ingin menggapai pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang berkelanjutan, 
yaitu mengembangkan partisipasi dan responsivitas serta akuntabilitas masyarakat 
secara menyeluruh (Suyatno, 2016). 
Di Indonesia, pilkada memberikan arti tersendiri bagi perkembangan 
demokrasi di daerah. Dikarenakan sebelumnya masyarakat di daerah buta atau 
tertutup akan demokrasi, tapi sekarang menjadi terbuka akan demokrasi. 
Fatkhurohman (2010) menyatakan bahwa pilkada menjadi bukti masyarakat 
Indonesia dilanda demam demokrasi. Demam ini menjadikan kehidupan 
masyarakat lebih dekat dengan simbol-simbol demokrasi. Disatu sisi era 
demokratisasi sangat membanggakan hati namun disisi lain masyarakat banyak 
terjebak kepada ketidaktahuan esensi demokrasi itu sendiri. Pigome (2011) juga 
menyatakan bahwa setiap pilkada yang dilakukan secara langsung harus bisa 
menjunjung tinggi hukum yang ada dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 
Negara Republik Indonesia. 
Dilihat dari mekanisme kemunculan pemilihan dari tahun 1955 dalam 
sejarah pemilu di Indonesia untuk pertamakalinya dimaksudkan untuk memilih 
anggota-anggota DPR, pemilu yang dilakukan secara tidak langsung. Kemudian 
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pada tahun 2004 mulailah dilakukan pemiluh secara langsung untuk yang 
pertamakalinya dan disusul dengan pemilihan kepala daerah dan wakilnya pada 
tahun 2007 yang berlaku sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 
(Pigome, 2011). Dan pada tahun 2011 terbitlah undang-undang baru mengenai 
penyelenggaraan pemilihan umum yaitu undang-undang nomor 15 tahun 2011. 
Sugiwa, dkk. (2015) menyatakan bahwa pemilihan langsung dan tidak 
langsung masing-masing memberikan dampak serta peluang kepada setiap calon 
pemimpin serta pihak lain dengan maksud tertentu. Pilkada tidak langsung dilatar 
belakangi oleh berbagai alasan yang berimbas kepada korupsi politik dan 
akuntabilitas yang buram karena persekongkolan elit politik yang meniadakan 
transparansi akan tetapi justru hanya menyemarakkan politik uang. Alasan yang 
demikian itu menjadi puncak ketidak  puasan masyarakat terhadap pelaksanaan 
pilkada yang dilaksanakan secara tidak langsung. Sedangkan dalam pelaksanaan 
pilkada diharapakan mampu dilaksanakan dengan jujur dan adil sesuai Undang-
Undang No. 8 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Pemilihan Umum yang 
selanjutnya disebut dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat 
yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Proses Pilkada langsung dapat memberikan ruang kepada demokratisasi di 
Indonesia. Suyatno (2016) mengemukakan bahwa Pilkada langsung yang 
menggantikan Pilkada tidak lagsung disadari sangat memberi dampak dalam 
pemberdayaan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala 
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daerah secara demokratis. Begitupun (Sodikin, 2015) yang menurutnya pilkada 
saat ini juga dianggap sudah mendekati syariah dengan memperkecil kemudaratan 
karena pemilihan yang dikakukan di daerah. Akan tetapi Saraswati (2014) 
mengemukakan bahwa pilkada langsung justru tidak mendatangkan kesejahteraan 
rakyat karena problem yang dihasilkan jauh dari unsur-unsur demokrasi. 
Pelaksanaan pilkada langsung juga dipertanyakan keefektifitasannya oleh 
Rumesten (2014) yang mengatakan bahwa pada kenyataannya pelaksanaan 
pilkada langsung banyak melahirkan koruptor-koruptor baru. Simamora (2011) 
juga mempertegas bahwa pelaksanaan pilkada langsung banyak menimbulkan 
masalah. Pasalnya, dalam pelaksanaan pilkada, perhelatan politik akan 
menimbulkan banyak biaya. Salah satunya adalah biaya yang digunakan dalam 
persiapan pilkada serta biaya-biaya yang akan digunakan setiap pasangan calon 
dalam berkampanye. 
Menurut Fatkhurohman (2010) sebagian masyarakat menjadikan pilkada 
sebagai sebuah tujuan dan keadilan. padahal keadaan menyatakan bahwa 
demokrasi hanya sekedar alatuntuk mencapai tujuan tertentu. Pemahaman 
masyarakat yang demikian itulah yang menyebabkan pilkada dijadikan obyek 
untuk mengeruk keuntungan materil bagi masyarakat dan kemenangan bagi pihak 
Pasangan Calon (Paslon). Bergesernya nilai-nilai demokrasi di tengah masyarakat 
karena pelaksanaan pilkada banyak diwarnai praktek-praktek perusakan sendi-
sendi demokrasi seperti jurus politik uang. Politik uang adalah suatu bentuk 
pemberian atau janji (menyuap) seseorang dengan tujuan tertentu pada masa 
kampanye. 
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Eko (2004) mengatakan bahwa politik uang terjadi karena kuatnya persepsi 
bahwa pilkada sebagai perayaan, kultur pragmatisme jangka pendek, lemahnya 
dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal. Sesuai  dari penelitian Yani, dkk. 
(2008), yang menemukan pemilih lebih menyukai bentuk kampanye terbuka dan 
sebagian besar dari mereka menyarankan bagi yang ikut kampanye layak diberi 
uang saku selama kampanye. Money politic menjadi pemicu pertama terjadinya 
korupsi karena ketika seseorang menginvestasikan jumlah tertentu untuk meraih 
pemenangannya, maka dia juga akan menghitung jumlah yang dia akan dapatkan 
kembali sesuai dengan yang diinvestasikannya itu selama ia bekerja (Umar, 
2014). 
Dari segi peraturan perundang-undangan semua perkataan “memberi dan 
menerima suapan” adalah bagian dari perbuatan dan kesalahan pidana. Islam 
sangat melarang perbuatan semacam itu. Sebagaimana sabda Rasulullah 
sallallahu alaihi wasallam dari Abû Hurairah r.a. dia telah berkata:  
“Rasulullah Saw telah mengutuk orang yang suka memberi suap dan orang yang 
suka menerima suap…”;  
ini sama dengan risywah. Mereka yang terjebak dalam budaya risywah akan 
memperoleh balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Rasulullah Saw. 
bersabda, “Pemberi dan penerima rasuah (risywah) kedua-duanya akan masuk 
neraka”. Di samping itu, Allah telah berfirman dalam Alquran : 
 ِﻝﺍَﻮَْﻣﺃ ْﻦِﻣ ًﺎﻘﻳِﺮَﻓ ﺍُﻮﻠُْﻛَﺄﺘِﻟ ِﻡﺎﱠﻜُﺤْﻟﺍ َﻰﻟِﺇ ﺎَِﻬﺑ ﺍُﻮﻟُْﺪﺗَﻭ ِﻞِﻁﺎَﺒْﻟﺎِﺑ ْﻢُﻜَﻨْﻴَﺑ ْﻢَُﻜﻟﺍَﻮَْﻣﺃ ﺍُﻮﻠُْﻛَﺄﺗ َﻻَﻭ 
 َﻥﻮَُﻤﻠَْﻌﺗ ُْﻢﺘَْﻧﺃَﻭ ِﻢْﺛ ِْﻹﺎِﺑ ِﺱﺎﱠﻨﻟﺍ 
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Terjemahan : 
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang batil (tiada hal) dan (jangan) kamu menyuap para 
hakim, supaya dapat kamu memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, 
sedang kamu mengetahuinya” (Q.S. Al-Baqarah (2): 188). 
 
Dalam hadits lain yang diriwayat oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu alaihi 
wassalam melaknat penyuap, penerima suap, dan perantaranya (Umar, 2014). 
Pada awalnya, dana kampanye didapatkan dari iuran anggota partai politik. 
Hubungan ideologis antara anggota dengan peserta pilkada menyebabkan anggota 
memberikan sumbangan secara sukarela. Namun, seiring dengan redupnya 
hubungan ideologis tersebut, menjadikan dukungan keuangan anggota kepada 
partai politik juga memudar (Anjalline, dkk. 2014). PKPU Nomor5 Tahun 2017 
pada bab 2 tentang dana kampanye menjelaskan bahwa dana kampanye yang 
bersumber dari berbagai pihak dalam bentuk apapun semuanya memiliki batasan 
pembiayaan kampanye yang kemudian harus dilaporkan sesuai pada kondisi yang 
sebenarnya dalam rekening khusus. 
Hidayat (2010:1) dan Sugiwa, dkk. (2015) menyatakan jika ini dikarenakan 
banyaknya penyelewengan-penyelewengan yang akan terjadi dalam penggunan 
dana kampanye selama masa kampanye berlangsung maka untuk meminimalisir 
resiko tersebut terjadi, diperlukan suatu bentuk pertanggungjawaban publik yakni 
akuntabilitas, transparansi dan independensiatas penggunaan dana yang digunakan 
peserta pilkada selama melakukan kampanye. Melalui pelaporan dana yang masuk 
dan yang keluar dari rekening khusus setiap paslon yang juga merupakan tugas 
dan tanggungjawab dari auditor. Auditor yang  telah diamanhi atau ditetapkan 
oleh KPU melalui KAP (Kantor Akuntan Publik)  sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 
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2017 bab 4 tentang “Perikatan Audit” Pasal 43 ayat (1) dan (5) menyatakan 
bahwa“AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari 
KAP yang ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota” dan “AP yang 
melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas 
laporan hasil audit”. 
Tugas dan tanggungjawab auditor atau Akuntan Publik (AP) dilapangan saat 
pemilihan kepala daerah tidak semulus peraturan yang mengikatnya. KAP atau 
Akuntan Publik (AP) dianggap tidak memiliki ruang yang cukup untuk 
melakukan penelusuran penerimaan dan penggunaan dana kampanye karena KAP 
dan AP baru dilibatkan pada laporan dana akhir kampanye saja (Paat, 2015). 
Padahal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2017 
bab 4 pasal 40 menyatakan bahwa tujuan dari audit kepatuhan yang dilakukan 
terhadap peserta pilkada adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan dana 
kampanye dengan peraturan perundang-undangan dan akan dikenakan sanksi 
apabila setiap peserta pilkada tidak mematuhi apa yang tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan pasal 74 tentang ketentuan 
dana kampanye, dimana setiap peserta pilkada harus melakukan audit kepatuhan 
atas pembuatan laporan dana kampanye dalam pilkada. Berangkat dari peraturan 
inilah maka, peneliti  mengajukan judul penelitian tentang “Peran Auditor Atas 
Hasil Audit Dana Kampanye Melalui Prosedur Audit Pada Pemilihan 
Kepala Daerah (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi 
Selatan)”. 
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B. Rumusan Masalah 
Audit dana kampanye dilakukan untuk menilai patuh atau tidaknya  hasil 
audit dana kampanye yang dilakukan oleh auditor melalui proses audit yang 
tertuang dalam prosedur audit. Namun jika dilihat dari besarnya anggaran yang 
ada akan memungkinkan terjadinya proses audit yang tidak tepat. Hal ini 
memunculkan kekhawatiran atas kualitas hasil audit dana kampanye yang jauh di 
bawah standar dan dianggap tidak profesional. 
Akuntan Publik (AP)/ auditor dinilai hanya melakukan audit atas laporan 
dana kampanye yang disampaikan pasangan calon. Peran auditor dalam audit ini 
dianggap penting karena auditor harus melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan 
undang-undang yang mengikat dan peraturan lain yang dijadikan dasar dalam 
mengaudit dengan mencocokkan fakta dilapangan dengan prosedur audit pada 
pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh peserta/pasangan calon (paslon). 
Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 
diangkat adalah: 
1. Bagaimana prosedur audit dana kampanye pada pemilihan kepala daerah ? 
2. Bagaimana peran auditor atas hasil audit dana kampanye pada pemilihan 
kepala daerah ? 
C. Fokus Penelitian 
Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran auditor atas hasil 
audit dana kampanye melalui prosedur audit pada pemilihan kepala daerah dengan 
menggunakan pendekatan teori deontology serta menggunakan metode penelitian 
kualitatif deskriptif. Penelitian ini diharapkan mampu memperdalam dan 
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membangun pengetahuan tentang peran auditor atas hasil audit dana kampanye 
dan prosedur audit dana kampanye yang ada dalam pemilihan kepala daerah pada 
kantor akuntan publik di provinsi sulawesi selatan yang nantinya dilakukan 
dengan mengumpulkan data-data ataupun wawancara dari sumber-sumber yang 
terpercaya. 
D. Kajian Pustaka 
Beberapa penelitian terdahulu sudah banyak membahas masalah-masalah 
yang terkait dengan peran auditor  maupun dana kampanya. Namun masih sangat 
kurang bahkan belum ada ditemukan penelitian yang membahas secara kritis 
peran auditor atas hasil audit dana kampanye melalui prosedur audit pemilihan 
kepala daerah yang dipandang sangat penting untuk diketahui.  
Berikut beberapa penelitian terdahaulu yang membahas seputar peran 
auditor dan dana kampanye, yakni sebagai berikut : 
Tabel 01.1 
Penelitian Terdahulu 
No. 
Nama dan 
Tahun 
Penelitian 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 
1. 
Sugiwa, 
dkk. 
(2015) 
Analisa Tingkat 
Kepatuhan 
Pelaporan Dana 
Kampanye Partai 
Politik Peserta 
Pemilu 
Berdasarkan Hasil 
Audit Laporan 
Dana Kampanye 
Di Provinsi Bali 
Pada Pemilu 
Legislatif 2014 
Hasil dari penelitian ini menemukan 
adanya penentuan jumlah batasan 
maksimal setelah dilaksanakannya 
audit dana kampanye, KPU 
mengevaluasi pelaksanaannya 
danmendapat keluhan bahwa batasan 
maksimal terlihat tidak adil. Karena 
tidak semua partai dan calon anggota 
legislative dapat menerima 
sumbangan. Penerimaan sumbangan 
dapat mempengaruhi cara 
berkampanye. Bagi yang menerima 
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banyak sumbangan dan memiliki 
modal lebih banyak, dapat 
berkampanye lebih baik daripada yang 
tidak. 
2. Sodikin.(2015) 
 
 
Pemilihan Umum 
Menurut Hukum 
Islam 
Dari penelitian ini, hasilnya 
menunjukkan bahwa dalam pandangan 
Islam, pemilu adalah salah satu cara, 
bukan satu-satunya cara (uslûb) yang 
biasa digunakan untuk memilih wakil 
rakyat atau pemimpin.  Pelaksanaan 
pemilu harus sesuai dengan ketentuan 
syariah. Dalam pemilu legislatif, uslûb 
itu digunakan untuk memilih wakil 
rakyat dengan tugas membuat undang-
undang dan harus sesuai dengan 
ketentuan syariah, tidak berdasarkan 
suara mayoritas serta melakukan 
checks and balancies terhadap 
kekuasaan lainnya. 
3. 
Agustina, 
Lidya. 
(2009) 
Pengaruh Konflik 
Peran, 
Ketidakjelasan 
Peran, dan 
Kelebihan Peran 
terhadap Kepuasan  
Kerja dan  Kinerja 
Auditor 
Simpulan dalam hasil pemelitiannya 
menemukan bahwa diantara semua  
variable-variabel yang ada masing-
masing memberikan pengaruh 
terhadap kinerja auditor, baik secara 
simultan signifikan maupun 
berpengaruh secara negative.  
4. 
 
Rohmah, 
dkk. 
(2017)  
Prosedur Audit 
Dana Kampanye 
untuk Calon 
Kepala Daerah 
pada KAP ZK 
 
Hasil audit atas laporan dana 
kampanye calon  kepala daerah pada 
pengujian laporan dana kampanye 
hanya memenuhi 4 unsur kepatuhan 
dari 9 unsur kepatuhan yang 
diharuskan maka dari itu auditor 
memberikan opini tidak patuh. 
5. 
Tjun, at. 
al. (2012) 
 
 
Pengaruh 
Kompetensi dan 
Independensi 
Auditor Terhadap 
Kualitas Audit 
 
 
Dari hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa: kompetensi, independensi dan 
kompetensi auditor berpengaruh secara 
signifikan terhadap kualitas audit. 
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E. Tujuan Penelitian 
Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis, 
penelitian dilakukan untuk mengkaji masalah secara sistematis dan objektef dalam 
menghasilkan pengetahuan yang terpercaya melalui pendekatan ilmiah. 
Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini 
adalah  sebagai berikut :  
1. Untuk mengetahui peran auditor atas hasil audit dana kampanye pada 
pemilihan kepala daerah. 
2. Untuk mengetahui prosedur audit dana kampanye pada pemilihan kepala 
daerah. 
F. Manfaat Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Teoretis: Penilitian ini menggunakan teori deontologi dimana teori ini 
menjelaskan bahwa asal sebuah pekerjaan adalah kewajiban. Makna dari 
teori ini berkeyakinan bahwa sesuatu yang baik akarnya adalah baik dan 
akan mendatangkan keberhasilan dalam mengerkjakan suatu pekerjaan atau 
kewajiban. Sama halnya dengan auditor  dalam melaksanakan pekerjaannya, 
hendaknya mampu meyakinkan dirinya bahwa pekerjaan yang digeluti 
bukan hanya sekedar alat untuk mencari nafkah akan tetapi apa yang 
diakerjakan juga merupakan kewajiban yang harus dilakukannya sesuai 
dengan norma dan nilai moraldengan sebaik-baiknya. Penelitian ini juga 
diharapkan bermanfaat dikalangan akademisi atau peneliti, hasil dari 
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penelitian ini dapat dijadikan tambahanreferensi dan dasar untuk melakukan 
penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.  
2. Praktis: Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan maanfaat 
praktis bagi setiap pengguna atau pembaca, utamanya bagi pembuat 
peraturan agar lebih memperhatikan hasil dari kesesuain aturan dengan fakta 
yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga diharapakan mampu membantu 
dalam evesiansi dan efektivitas waktu pelaksanaan kegiatan yang 
berhubungan dalam penelitian ini, baik dibidang akademik ataupu peneliti 
selanjunya. 
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Deontology Theory 
Kata deontologi sendiri berasal dari kata “deon” dalam bahasa Yunani yang 
mengandung arti kewajiban yang mengikat, kewajiban yang harus dilakukan 
sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Sesuatu dianggap baik karena tuntutan 
norma sosial dan moral dan tidak tergantung pada dampaknya, menyenangkan 
atau tidak, hasilnya menguntungkan atau tidak yang inti adalah taat kepada norma 
(Broad, 1887). Dewi (2016) mengatakan bahwa dalam teori ini memiliki 
keyakinan bahwa sesuatu yang baik berakar dari keberhasilan manusia dalam 
mengerjakan tugas atau kewajibannya. Menurut Ristika dan Juliarti (2004) fokus 
utama dari teori deontologi adalah tugas atau kewajiban manusia dengan 
mengesampingkan konsekuensinya. 
Ristica dan Juliarti (2014: 68-70) membagi teori deontologi menjadi tiga 
macam, yaitu Rational monismyang dibuat oleh Immanuel Kant yang menyakini 
bahwa suatu tindakan dianggap bermoral jika dilakukan dengan sense of duty 
(rasa tanggung jawab). Tugas atau kewajiban individu adalah melakukan sesuatu 
yang rasional dan bermoral, sehingga semua tindakan yang berasal dari keinginan 
Tuhan dianggap bermoral. Ukuran yang digunakan adalah hati nurani individu 
yang bersangkutan. Yang kedua Traditional deontology memiliki dasar religi 
yang kuat, yaitu menyakini Tuhan dan kesucian hidup. Tugas dan kewajiban 
moral berpedoman pada perintah Tuhan. Semua tindakan yang harus dilakukan 
harus berdasarkan perintah Tuhan. Dan Intuitionistic pluralis, teori ini tidak 
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memiliki prinsip utama, hanya menyatakan bahwa ada beberapa aturan moral atau 
kewajiban yang harus diikuti oleh semua manusia. Aturan dan kewajiban tersebut 
sama pentingnya sehingga sering muncul konflik satu aturan dengan aturan 
lainnya. 
Pemikiran deontologi (deontological moral evaluation) menurut Barnett, et 
al. (1994) berfokus pada maksud untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang 
penting, ideal, dan nilai-nilai yang diinginkan secara umum, yaitu meliputi 
kesetiaan. Pada pendekatan deontological, perhatian tidak hanya pada perilaku 
dan tindakan namun lebih pada bagaimana orang melakukan usaha dengan sebaik-
baiknya dan mendasarkan pada nilai-nilai kebenaran untuk mencapai tujuannya. 
Dalam penalaran deontologi beranggapan bahwa seseorang yang rasional 
membuat keputusan mengenai apa yang baik untuk dilakukan, akan 
mempertimbangkan tindakan itu. Sehingga dari tindakan itulah yang membuatnya 
terlihat benar atau salah. 
Sejalan dengan itu, Brooks dan Dunn (2010) mengatakan bahwa deontology 
fokus pada kewajiban atau tugas memotivasi keputusan atau tindakan, bukan pada 
konsekuensi dari tindakan. Suatu pendekatan deontologis mengangkat isu-isu 
yang berkaitan dengan tugas, hak, serta pertimbangan keadilan dan mengajarkan 
para mahasiswa untuk menggunakan standar moral, prinsip, dan aturan-aturan 
sebagai panduan untuk membuat keputusan etis yang terbaik. Para pakar 
deontologi percaya bahwa ciri-ciri dalam tindakan itulah yang membuatnya 
terlihat benar atau salah. Selain itu, pemikiran deontologi memiliki dua prinsip 
dasar yaitu prinsip kebenaran dan prinsip keadilan. Model deontologi kadang-
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kadang dianggap sebagai model hak atau pemberian hak. Pemikir deontologi 
berargumen bahwa seseorang yang rasional membuat keputusan mengenai apa 
yang baik untuk dilakukan, akan mempertimbangkan tindakan apa yang akan baik 
untuk dilakukan oleh semua anggota masyarakat. Tindakan semacam itu akan 
meningkatkan kesejahteraan pengambil keputusan dan juga masyarakat. 
Disenyalir deontologi merupakan turunan dari filsafat hedonisme dan 
eudonisme, yang berasumsi bahwa perbedaan-perbedaan di antara individu-
individu merupakan bawaan yang melekat pada struktur dan sangat 
mempengaruhi hubungan. Paradigma deontologi berasumsi individu sekurang-
kurangnya mempunyai suatu keterlibatan yang berarti dalam komunitas, 
kesadaran akan identitas bersama, dan komitmen kepada nilai-nilai kesadaran 
bahwa kita adalah anggota yang satu atau yang lain (Etzioni, 1992:6). 
Berdasarkan pandangan deontology Etzioni (1992:6) terdapat ketegangan 
dan pencarian yang terus-menerus seimbangan di antara dua kekuatan, yaitu 
kekuatan komunitas dan kekuatan individu sebagai anggotanya. Jika kita 
memandang komunitas hanya sebagai suatu kesatuan individu yang untuk 
sementara bergabung demi kenyamanannya berarti kita meninggalkan kebutuhan 
akan komitmen untuk melayani kebutuhan bersama dan untuk terlibat di dalam 
komunitas. Namun, jika kita melihat komunitas sebagai sumber autoritas dan 
legitimasi, maka kita berusaha atas nama kewajiban untuk melaksanakan standar-
standar perilaku pada kelompok dan pada kita sendiri. Hal ini berarti membiarkan 
dasar yang tidak cukup bagi kebebasan individu dan hak-hak individu yang lain. 
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Lebih lanjut paradigma deontologis Handoyo, dkk. (2013) menganggap 
terdapat dua jenis perilaku, yaitu orang bisa berbuat menurut apa yang berguna 
atau mengikuti kesadaran batin atas komitmen. Yang terpenting adalah mereka 
akan berperilaku berbeda bergantung pada apakah pilihan mereka itu didorong 
oleh pertimbangan moralitas sebagai paksaan eksternal atau mereka dibimbing 
oleh nilai-nilai batin mereka sendiri. Jadi, perilaku seseorang yang merasa bahwa 
“ia hendaknya bekerja keras” berbeda dari yang merasa bahwa “bekerja keras itu 
ada imbalannya”. Hal itu mencerminkan kekuatan komitmen moral dan individu 
mempertahankan apa yang dilakukannya karena kesadaran kuat bahwa hal itu 
perbuatan yang benar, meskipun kebanyakan bukan yang menyenangkan. 
Penerapan etika deontologi berarti tidak memperlakukan orang lain sebagai 
alat demi meraih keuntungan, melainkan sebagai mitra yang punya harkat dan 
martabat yang perlu dihargai dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini berarti 
kewajiban lainnya harus dikalahkan oleh kewajiban dimana tidak boleh 
memperlakukan manusia sebagai alat bagi tujuan lain di luar dirinya (Keraf, 2012: 
26). Penerapan prinisp deontologi mencakup hak terhadap kehidupan, rasa aman, 
standar kejujuran, privasi, kebebasan beragama, kebebeasan mengeluarkan 
pendapat, dan kepemilikan pribadi (Pearce dan Robinson, 2008: 103). Akan tetapi 
berbeda dengan Velasquez (2006) yang mengatakan bahwa imperatif kedaulatan 
teori deontologi tidak jelas karena teori hanya mempertimbangkan tugas atau 
tindakan secara independen tanpa melihat akibatnya. 
Menurut Mohammed (2015) teori deontology dapat diterima dalam konteks 
Islam karena pada dasarnya satu-satunya pemberi hukum untuk keseluruhan 
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sistem termasuk sistem etiknya hanyalah Allah SWT. Nabi Muhammad SAW 
menasehati para pengikutnya (atau Sahabat) untuk memperlakukan orang lain 
seperti orang lain memperlakukan mereka. Islam mendorong umat untuk tidak 
hanya memperlakukan orang dengan adil, tetapi memperlakukan orang lain 
dengan lebih baik. Allah berfirman dalam Al-quran surah Fussilat (41) ayat 34:  
 ۥُﻪَﻨْﻴَﺑَﻭ َﻚَﻨَْﻴﺑ ﻯِﺬﱠﻟٱ َﺍِﺫﺈَﻓ ُﻦَﺴَْﺣﺃ َﻰِﻫ ﻰِﺘﱠﻟﭑِﺑ ْﻊَﻓْﺩٱ َُﺔِّﺌﻴﱠﺴﻟٱ َﻻَﻭ ُﺔَﻨَﺴَﺤْﻟٱ ﻯَِﻮﺘَْﺴﺗ َﻻَﻭ
 ٌﻢﻴِﻤَﺣ ﱞﻰِﻟَﻭ ۥُﻪﱠَﻧﺄَﻛ ٌﺓَﻭ َٰﺪَﻋ 
 "Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolak (kejahatan itu) 
dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara 
kamu dan dia akan seperti teman yang setia". 
 
B. Peran Auditor 
Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam 
melakukan audit atas laporan keuangan atau kegiatan suatu perusahaan atau 
organisasi (lembaga) lainnya. Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem 
sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang 
menyertainya. Untuk dapat berinteraksi satu sama lain, orang-orang memerlukan 
cara tertentu guna mengantisipasi perilaku orang lain. Peran melakukan fungsi ini 
dalam sistem sosial (Agustina, 2009). 
Auditor mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis tertinggi 
mereka kepada organisasi dimana mereka bernaung, profesi mereka, masyarakat 
dan diri mereka sendiri, mempunyai tanggungjawab menjadi kompeten dan untuk 
menjaga integritas dan obyektivitas mereka. Analisis terhadap sikap etis dalam 
profesi akuntan menunjukkan bahwa akuntan mempunyai kesempatan untuk 
melakukan tindakan tidak etis dalam profesi mereka (Fine et al. dalam Husein, 
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2004) dan (Agustina, 2009). Sejalan dengan Nugrahaningsih (2005) yang 
menyatakan bahwa ada banyak masalah yang terjadi pada berbagai kasus yang 
ada saat ini yang melibatkan profesi akuntan (auditor). Sorotan yang diberikan 
kepada profesi ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya praktik-praktik 
profesi yang mengabaikan standar akuntansi bahkan etika. 
Di Indonesia, isu mengenai etika akuntan berkembang seiring dengan 
terjadinya beberapa pelanggaran etika, baik yang dilakukan oleh akuntan publik, 
akuntan internal, maupun akuntan pemerintah (Ludigdo, 1999 dalam 
Nugrahaningsih, 2005). Pengembangan dan kesadaran etik/moral memainkan 
peran kunci dalam semua area profesi akuntansi (Louwers et al. dalam Muawanah 
dan Indriantoro, 2001). Kesadaran etika dan sikap profesional memegang peran 
yang sangat besar bagi seorang akuntanpublik (Louwers et al. dalam Husein, 
2004). 
Dalam menjalankan profesinya seorang auditor secara terus-menerus 
berhadapan dengan dilema etik yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang 
bertentangan. Dilema etis dalam setting auditing misalnya, dapat terjadi ketika 
auditor dan klien tidak sepakat terhadap beberapa aspek fungsi dan tujuan 
pemeriksaan. Dalam situasi konflik seperti ini, maka pertimbangan profesional 
berlandaskan pada nilai dan keyakinan individu, kesadaran moral memainkan 
peran penting dalam pengambilan keputusan akhir (Muawanah dan Indriantoro, 
2001). 
Sudirman (2002) juga mengatakan jika tuntutan pekerjaan yang tinggi dan 
kemampuan untuk bersikap profesional menjadi tantangan yang harus dipenuhi 
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oleh seorang auditor, karena tanggungjawabnya yang besar. Seorang auditor yang 
independen mengambil keputusan tidak dengan kepentingan atau tekanan dari 
pihak-pihak tertentu melainkan harus berdasarkan pada fakta dan bukti yang ada 
selama melakukan penugasakan. Boundary Spanning Activities (BSA) adalah 
sejauh mana seseorang melakukan aktivitas mencari informasi tambahan untuk 
pengambilan keputusan. Individu yang berada pada boundary spanning sangat 
berpotensi mengalami tekanan peran (role stress), sebab individu harus 
berinteraksi dengan banyak orang baik didalam maupun diluar organisasi, dengan 
bermacam-macam keinginan dan harapan (Goolsby, 1992 dalam Fisher, 2001).   
Iskak & Elizabeth (2004) dalam penelitiannya telah melakukan wawancara 
langsung dengan staf auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik dan 
hasilnya adalah staf auditor profesional merasa penempatan pekerjaan seringkali 
tidak sesuai dengan keahliannya sebab dalam prakteknya terkadang tidak 
dilakukan identifikasi khusus atas keahlian tiap personel terlebih dahulu dalam 
penugasan audit (Agustina, 2009). Sama halnya dengan Wolfe & Snoke (1962) 
dalam Arfan Ikhsan & Muhammad Ishak (2005) yang menurutnya, auditor dalam 
melakukan audit seringkali terjadi konflik peran. Konflik peran (role conflict) 
timbul karena adanya dua ”perintah” berbeda yang diterima secara bersamaan dan 
pelaksanaan atas salah satu perintah saja akan mengakibatkan diabaikannya 
perintah yang lain. Ketidakjelasan peran (role ambiguity) adalah tidak adanya 
informasi yang memadai yang diperlukan seseorang untuk menjalankan perannya 
dengan cara yang memuaskan (Kahn et al. 1964 dalam Dyah 2002). 
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Kepentingan dalam pemilihan kepala daerah menunjukan bahwa peran 
auditor harus dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya termasuk dalam 
melakukan audit dana kampanye. Anjelo dalam Ilmiyati dan Yohanes, (2012) 
menyatakan bahwa kualitas auditor dapat dipengaruhi oleh kebertanggungjawaban 
(akuntabilitas) dalam menyelesaikan proses audit. Terbuka (transparansi) atas 
hasil auditnya serta bersifat independen yang diartikan sebagai sikap mental yang 
bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain dan tidak tergantung pada 
orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam 
mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak 
dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Mulyadi 
dalam Tjun, dkk. 2012). 
Kedudukan auditor dalam struktur organisasi sangat mempengaruhi 
keberhasilannya dalam menjalankan tugas, sehingga dengan kedudukan tersebut 
memungkinkan auditor dapat melaksanakan fungsinya dengan baik serta dapat 
bekerja dengan luwes dalam arti independen dan objektif. Struktur organisasi 
penetapan bagian auditor secara jelas disertai dengan job description yang jelas 
akan membawa dampak yang positif dalam proses komunikasi antara auditor 
dengan pihak pengguna laporan hasil audit. Penempatan yang tidak jelas akan 
menghambat jalannya arus pelaporan dari auditor karena itu perlu ditentukan 
secara tegas kedudukan auditor.  Peranan auditor dalam membuat laporan hasil 
audit serta menemukan indikasi terjadinya kecurangan dan melakukan investigasi 
terhadap kecurangan yang sangat besar. Jika auditor menemukan indikasi dan 
mencurigai terjadinya kecurangan dalam proses pelaporan hasil audit dana 
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kampanye, maka harus memberitahukan hal tersebut kepada KPU (Wulandari dan 
Fidiana, 2017). 
C. Audit Dana Kampanye 
Audit merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan  
sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah 
disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti 
pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai 
kewajaran laporan keuangan tersebut. (Agoes, 2012: 2-4). Sejalan dengan itu, 
menurut Mulyadi (2002:7) auditing adalah suatu proses untuk memperoleh dan 
mengevaluasi bukti secara objektif tentang kegiatan yang bertujuan menetapkan 
tingkat kesesuaian menurut kriteria yang telah disepakati.  
Dalam pelaksanaan auditing terdapat unsur penting yaitu sebuah proses 
perolehan data dan proses evaluasi bukti-bukti dan kriteria-kriteria yang telah 
ditetapkan. Bukti-bukti yang diperoleh baik internal maupun eksternal akan 
digunakan sebagi bahan evaluasi  agar hasil audit lebih objektif dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Situmeang, dkk. (2016) juga mengatakan bahwa audit 
dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk mengevaluasi dan memperoleh 
bukti baik dalam laporan keuangan maupun bukan keuangan, sehingga dapat 
menilai kesesuaian dan kualitas. 
Menurut William and Meisser (2003:8) audit adalah proses yang sistematik 
dengan tujuan mengevaluasi bukti mengenai tindakan dan kejadian ekonomi 
untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penugasan dan kriteria yang telah 
ditetapkan, hasil dari penugasan tersebut dikomunikasikan kepada pihak pengguna 
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yang berkepentingan. Dalam melakukan audit Arens, et Al. (2003) membagi 
tujuan audit secara umum yang dapat diklasifikasilkan, salah satunya adalah: 
Kelengkapan (Completeness) untuk meyakinkan bahwa seluruh transaksi telah 
dicatat atau ada dalam jurnal secara actual, Ketepatan (Accurancy) untuk 
memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan 
jumlah yang benar, perhitungan yang benar, diklasifikasikan, dan dicatat dengan 
tepat. Dan penilaian (Valuation) yang dilakukan untuk memastikan bahwa 
prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diterapkan dengan benar. 
Hal yang penting dalam pelaksanaan audit adalah menemukan masalah dan 
meyakinkan ketaatan terhadap peraturan atau standar-standar yang berlaku di 
sehingga diharapkan dapat mengontrol fungsi dari audit. Hasil dari audit 
digunakan sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan. Fungsi utama 
audit adalah untuk menguji dan menilai tujuan serta kebijakan untuk dapat 
mendeteksi dan mengungkapkan permasalahan yang dihadapi (Mulyadi, 2002). 
  Di dalam auditing terdapat standar dan norma pelaporan yang diterima 
umum, yaitu mengenai bagaimana seharusnya pelaporan audit tersebut disajikan 
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu: Norma umum yang terdiri atas 
pemeriksaan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang telah 
memiliki kemampuan teknis yang cukup serta berkeahlian sebagai auditor. 
Memiliki sikap dan mental yang independen harus tetap dipertahankan oleh 
auditor dan harus menggunakan kesungguhan dan keterampilan profesionalnya 
dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penyiapan laporan. selanjutnya norma 
pelaksanaan pemeriksaan, dan norma pelaporan yang terdiri atas laporan auditor 
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yang harus mengandung pernyataan apakah laporan disajikan menurut prinsip 
akuntansi yang lazim. Dan laporan auditor harus menyatakan suatu pendapat 
mengenai laporan secara keseluruhan atau suatu penegasan bahwa pendapat tidak 
diberikan (Mulyadi, 2002). Jika pendapat tidak diberikan, maka alasan-alasannya 
harus dinyatakan. Jika nama auditor dihubungkan dengan laporan keuangan, maka 
laporan keuangan harus mengandung petunjuk-petunjuk mengenai batas-batas 
tanggung jawab yang dimiliki auditor. 
Audit dalam penggunaan dana kampanye merupakan bagian dari audit 
kepatuhan dimana audit kepatuhan (Complince audit) merupakan kegiatan 
memeriksa bukti-bukti kesesuaian antara aktivitas yang dilakukan dengan 
peraturan atau standar tertentu. Dalam audit dana kampanye melibatkat tiga pihak 
yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kantor Akuntan Publik (KAP) dan 
Peserta Pemilihan Kepala Daerah (PPKD). Informasi akuntansi berupa laporan 
hasilaudit diperlukan oleh publik untuk organisasiatau individu yang 
bersinggungan langsung dengan masyarakat (Fatkhurohman, 2010). Setiap peserta 
pilkada selalu melakukan program kampanye jelang pemilu untuk 
memperkenalkan diri kepada masyarakat, mensosialisasikan program-program 
kerja dan menarik perhatian masyarakat. 
Kampanye yang dilakukan, membutuhkan dana yang dikeluarkan yang 
jumlahnya tidak sedikit. Karena itu, muncul sebuahkebutuhan atas penggunaan 
dana kampanye agar peserta pemilu dapat terbebas dari segala tuduhan yang 
berkaitan dengan politik uang, sehingga dapat memperoleh kepercayaan dari 
masyarakat agar dapat meyakini bahwa kampanye yang terlaksana adalah 
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kampanye yang bebas, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan yang ada. PKPU 
Nomor 5 tahun 2017 “ketentuan umum” pasal 1 ayat8 dan 9 menyatakan bahwa 
“Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan 
menawarkan visi, misi, danprogram Pasangan Calon dan/atau informasi 
lainnya,yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih”. Dan“Dana 
Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan 
Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang 
mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan”. 
Didalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 menjelaskan bahwa dana 
kampanye pasangan calon dapat diperoleh dari sumbangan, baik itu dari partai 
politik, pasangan calon itu sendiri maupun sumbangan dari pihak lain yang tidak 
mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan atau badan hukum swasta. 
Pasangan calon atau peserta wajib memiliki rekening khusus dana kampanye atas 
nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU 
Kabupaten/Kota. Adaapun ketentuan yang sakral adalah jumlah sumbangan yang 
diberikan kepada pasangan calon atau peserta yakni sumbangan dana kampanye 
dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) 
dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima 
puluh juta rupiah). 
Anjalline, dkk (2014) melihat tuntutan dana kampanye yang begitu besar 
dapat menjadikan peserta pemilu harus berusaha menyiapkan dana. Namun dari 
dana yang dikumpulkan muncul berbagai persoalan mengenai keabsahan dana 
tersebut, maupun pengaruh dana yang disumbangkan terhadap tanggungjawab 
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peserta pemilu. Pertanggung jawaban ini dapat dilakukan oleh auditor dengan 
melakukan audit dana kampanye. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 
nomor 5 tahun 2017 menyatakan bentuk perikatan dalam audit dana kampanye 
pada saat pemilihan adalah audit kepatuhan, dimana audit kepatuhan ini dilakukan 
untuk menghasilkan opini patuh atau tidak patuh dengan tujuan untuk menilai 
kesesuaian pelaporan dana kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang dana kampanye. 
Menurut De Angelo (1981) dalam melakukan audit, hendaknya juga harus 
diperhatikan mengenai kualitas audit tersebut. Kualitas audit merupakan 
probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya 
suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi. Hasil penelitiannya menunjukkan 
bahwa KAP yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih 
besar dibandingkan dengan KAP yang kecil. Deis dan Giroux (1992) melakukan 
penelitian tentang empat hal dianggap mempunyai hubungan dengan kualitas 
audit yaitu (1) lama waktu auditor telah melakukan pemeriksaan, (2)  jumlah 
klien, semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan semakin baik karena 
auditor dengan jumlah klien yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya, (3) 
kesehatan keuangan klien, dan (4) review oleh pihak ketiga, kualitas sudit akan 
meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan 
direview oleh pihak ketiga. 
D. Prosedur Audit 
Program audit merupakan perencanaan sebuah prosedur serta teknik 
pemeriksaan yang ditulis secara terstruktur untuk mencapai tujuan secara efektif 
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dan efisien (Tunggal, 2010:3). Audit menurut para ahli ekonomi dapat diartikan 
secara umum sebagai suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan 
dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-
kejadian untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria 
yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang 
berkepentingan (Konrath, 2002:5). Berbeda dengan Arens, et al. (2011:4) lebih 
menjelaskan bahwa audit merupakan pengumpulan serta evaluasi bukti atas 
informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi 
tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.  
Suryanita, et al. (2007) mengatakan bahwa proses audit merupakan bagian 
dari assurance services, Pengauditan ini melibatkan usaha peningkatan kualitas 
informasi bagi pengambil keputusan serta independensi dan kompetensi dari pihak 
yang melakukan audit, sehingga kesalahan yang terjadi dalam proses pengauditan 
akan berakibat berkurangnya kualitas informasi yang diterima oleh pengambil 
keputusan. Berkurangnya kualitas informasi yang dihasilkan dari proses audit 
dapat terjadi karena beberapa tindakan, yakni mengurangi jumlah sampel dalam 
audit, melakukan review dangkal terhadap dokumen klien, tidak memperluas 
pemerikasaan ketika terdapat pos yang dipertanyakan dan memberikan opini 
ketika semua prosedur audit belum dilaksanakan secara lengkap.  
Dalam prakteknya tindakan pengurangan kualitas audit (reduced audit 
quality) masih sering terjadi, padahal dalam teori telah jelas dinyatakan bahwa 
proses audit yang baik adalah yang mampu meningkatkan kualitas informasi. 
Perilaku pengurangan kualitas audit (reduced audit quality behaviours) adalah 
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suatu tindakan yang dilakukan oleh auditor selama melakukan pekerjaan dimana 
tindakan ini dapat mengurangi ketepatan dan keefektifan pengumpulan bukti audit 
(Malone dan Roberts, (1996) dalam Suryanita et al (2007)). 
Lestari (2010) menjelaskan bahwa auditor dalam melakukan audit, kadang 
kala ada prosedur yang sering ditinggalkan dan ada juga prosedur yang jarang 
ditinggalkan. Prosedur yang sering ditinggalkan oleh auditor adalah mengurangi 
jumlah sampel yang telah direncanakan dalam melakukan audit, hal itu dilakukan 
karena merasa bahwa mengurangi jumlah sampel tidak akan berpengaruh terhadap 
opini yang akan dibuat. Sedangkan prosedur yang jarang ditinggalkan adalah 
melakukan konfirmasi pada saat melakukan audit. 
Prosedur audit tentu saja sangat berpengaruh secara langsung terhadap 
kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor, sebab apabila salah satu langkah 
dalam prosedur audit dihilangkan, maka kemungkinan auditor membuat judgment 
yang salah akan semakin tinggi. Kesalahan pembuatan opini atau judgment yang 
disebabkan karena auditor tidak melakukan prosedur audit yang mencukupi dapat 
menyebabkan auditor dituntut secara hukum (Heriningsih, 2002). 
Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menerangkah bahwa 
ruang lingkup dalam melakukan audit dana kampanye dapat dilihat melalui 
standar kualifikasi KAP, pedoman audit KAP dan juga laporan hasil pekerjaan 
audit. Dalam pelaksaan laporan audit ini diterangkan bahwa perikatan audit yang 
digunakan oleh KAP dalam melaksakan audit dana kampanye merupakan sebuah 
perikatan atestasi yang mengacu kepada Standar Profesional Akuntan Publik 
(SPAP) begitupun pada standar atestasi (SAT) 500 mengenai atestasi kepatuhan. 
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Audit dirancang akuntan publik dan menjalankan prosedur audit untuk 
memperoleh keyakinan yang memadai terhadap kepatuhan asersi pasangan calon. 
Rohman, dkk (2017) juga dalam penelitiannya menerangkan bahwa  
prosedur yang disepakati untuk pelaksanaan audit dana kampanye yakni pengujian 
asersi untuk umum, periode pencatatan dan pelaporan serta pengeluaran dan 
penerimaan dana kampanye yang didalamnya masing-masing memiliki bagian 
atau rincian, yakni pengujian asersi untuk umum didapatkan LPPDK beserta 
laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi/KIP Kabupaten/Kota, seperti yang 
tercantum dalam tanda terima penyerahan LPPDK. Selanjutnya diperiksa 
kelengkapan dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan kepada KPU 
Provinsi/KIP Kabupaten/Kota. Dan diperiksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda 
terima penyerahan LPPDK, yaitu paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya 
masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat. 
Mulyadi (2002) mengatakan bahwa prosedur audit merupakan instruksi rinci 
untuk mengumpulakan bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu 
dalam audit dengan melakukan seluruh prosedur audit yang ada, maka tujuan dari 
proses audit yaitu untuk meningkatkan kualitas dari laporan hasil audit dapat 
tercapai dan kesalahan yang terjadi dapat diminimalisasi. 
Berbeda dengan Waggoner dan Cashell (1991) dalam Suryanita et al (2007) 
melihat pentingnya fungsi dari prosedur audit, maka menurutnya Kantor Akuntan 
Publik (KAP) juga perlu melakukan prosedur review (prosedur pemeriksaan). 
Prosedur review merupakan proses memeriksa/meninjau ulang hal/pekerjaan 
untuk mengatasi terjadinya indikasi salah saji, misalkan ketika staf auditor telah 
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menyelesaikan tugasnya, padahal tugas yang disyaratkan tersebut gagal dilakukan. 
Prosedur ini berperan dalam memastikan bahwa bukti pendukung telah lengkap 
atau tidak. 
E. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 
Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara 
langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. 
pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala 
daerah, mencakup gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil 
bupati untuk kabupaten serta wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Sejak 
tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 telah dilaksanakan Pemilihan Umum 
Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung di 314 daerah Propinsi maupun 
Kabupaten/Kota di Indonesia (Taufik, 2009). 
Menurut Ritonga dan Alam, (2010) dalam penelitiannya, efektivitas dan 
efisiensi penyelenggaraan pemilukada belum pernah dievaluasi secara serius baik 
pemerintah pusat maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Beberapa kalangan 
berpendapat bahwa pemilukada langsung di beberapa daerah di Indonesia 
memberikan beban keuangan sangat besar bagi daerah. Fenomena politik uang 
dalam pemilukada perlu dicermati lebih jauh. Dugaan potensi penyimpangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) akan meningkat ketika para kepala 
daerah  yang berakhir masa jabatannya pada periode pertama lalu maju kembali 
sebagai calon incumbent berada pada masa titik krusial, mengingat mereka harus 
berkompetisi lagi agar tidak terpental tampuk kekuasaannya. 
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 Sebagai calon kepala daerah pada pemilihan umum kepala daerah 
(pemilukada), incumbent cenderung untuk melakukan “politisasi anggaran”. Dan 
tentunya memiliki peluang besar dalam manfaatkan pos-pos belanja pada APBD 
untuk kepentinganya. Ritonga dan Alam (2010) mendapati Belanja Hibah (BH) 
dan Belanja Bantuan Sosial (BBS), kedua pos ini merupakan salah satu pos 
belanja yang dapat dipakai bagi calon kepala daerah incumbent untuk memikat 
hati mayarakat pemilih untuk mendapatkan dukungan. Belanja hibah dan belanja 
bantuan sosial dalam APBD dialokasikan tidak berdasarkan tolok ukur kinerja dan 
target kinerja, maka penentuan besaran/jumlah anggarannya bahkan cenderung 
“subjektif”. Hal itu menyebabkan pengalokasian anggarannya lebih karena 
discretionary power yang dimiliki oleh kepala daerah. 
Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Suharyanto (2014) menyatakan 
bahwa pilkada langsung sering dikatakan sebagai “lompatan demokrasi” yang bisa 
diartikan positif maupun negatif. Dalam pengertian positif, pilkada langsung 
sebagai sarana demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat sebagai 
infrastruktur politik untuk memilih kepala daerahnya secara langsung melalui 
mekanisme pemungutan suara. Infrastruktur dalam hal ini yaitu rakyat terlibat 
dalam kelompok kepentingan, organisasi masyarakat, dan partai politik. Sarana ini 
akan membuat keseimbangan dengan suprastruktur politik, karena melalui 
pemilihan langsung rakyat dapat menentukan jalannya pemerintahan dengan 
memilih pemimpin yang dikehendaki secara bebas dan rahasia. Meskipun rakyat 
tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan pemerintahan sehari-hari, 
mereka dapat melakukan kontrol atas jalannya suatu kebijakan pemerintahan.  
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Kemudian dalam pengertian negatif, pilkada langsung mencerminkan 
penafsiran sepihak atas manfaat dan proses pilkada. Proses ini sering dianggap 
sebagai “pesta demokrasi rakyat” di mana rakyat berhak berbuat apa saja, 
termasuk tindakan-tindakan anarki, baik atas inisiatif sendiri maupun yang 
dimobilisasi oleh kandidat dan pendukungnya. Eforia ini juga sering direspons 
khalayak sebagai kesempatan untuk meraih keuntungan materi dalam Pilkada. 
Amirudin (2006:1) mengatakan  bahwa sebagai proses dari transformasi politik, 
makna pilkada selain merupakan bagian dari penataan struktur kekuasaan makro 
agar lebih menjamin berfungsinya mekanisme checks and balances di antara 
lembaga-lembaga politik dari tingkat pusat sampai daerah, masyarakat 
mengharapkan pula agar pilkada dapat menghasilkan kepala daerah yang lebih 
akuntabel, berkualitas, legitimit, aspiratif, dan peka terhadap kepentingan 
masyarakat. Bagi masyarakat umum, Pilkada langsung sering juga ditafsirkan 
sebagai kesempatan bagi-bagi uang. Mereka tahu bahwa tiap-tiap kandidat 
menyediakan anggaran yang cukup besar untuk memenangkan kompetisi. 
Dengan sejumlah calon kepala daerah, diketahui bahwa masing-masing 
kandidat rata-rata menyediakan anggaran pencalonan sampai Rp. 8 miliar. Calon 
yang masih menjabat (incumbent) umumnya menyediakan anggaran yang lebih 
besar dari jumlah rata-rata tersebut. Anggaran itu biasanya untuk pos-pos 
pengeluaran utama berupa pemeliharaan jaringan pendukung dari tim sukses 
sampai ketingkat koordinator lapangan di desa-desa, biaya untuk kampanye, biaya 
lobi dan promosi, biaya untuk konsumsi, dan lain-lain (Amirudin, 2006:13). 
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Dengan rata-rata anggaran kandidat yang cukup besar, wajar apabila rakyat 
berharap dapat ikut merasakan cipratan uang itu. Sebaliknya, para kandidat pun 
sadar sepenuhnya bahwa dalam pemilihan langsung diperlukan biaya yang tidak 
sedikit untuk “membujuk” para pemilih agar menentukan pilihannya kepada 
mereka. Itulah fenomena money politics dalam Pilkada. Alasannya adalah kedua 
belah pihak baik kandidat maupun rakyat sama-sama membutuhkannya. 
Sepanjang tidak ada unsur-unsur pemaksaan dan intimidasi atau bentuk-bentuk 
kekerasan politik lainnya, praktik politik uang semacam itu biasanya sulit untuk 
ditindak atau dikenai hukuman, kecuali yang tertangkap tangan. Calon pemilih 
bisa saja menerima pemberian uang oleh kandidat atau tim sukses namun tetap 
bebas menentukan pilihannya (Suharyanto, 2014).  
Klausul inilah yang biasanya dianggap sebagai jalan pintas untuk 
menoleransi politik uang di tengah berlakunya hukum ekonomi pilkada, yaitu 
adanya supply and demand antara pihak kandidat dan pemilih (Amiruddin, 
2006:4). Partisipasi adalah ikut berperan sertanya dalam suatu kegiatan. Dalam 
perkataan yang lebih luas partisipasi pada hakekatnya adalah ikut sertanya 
seseorang atau sekelompok orang dalam suatu aktivitas yang lebih besar. 
Partisipasi hanya punya makna kalau disertai dengan rasa tanggung jawab oleh 
mereka yang ikut ambil bagian dalam aktivitas tersebut. 
Menurut Suharyanto (2014) partisipasi politik merupakan tindakan suka rela 
yang berhasil ataupun gagal, yang akan terorganisir maupun tidak, kadang-kadang 
atau terus menerus, menggunakan cara yang sah ataupun tidak sah untuk 
mempengaruhi pilihan-pilihan kebijakan pemerintah, penyelenggaraan pemerintah 
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atau pemilihan para pemimpin politik dan pemerintah pada tingkat nasional, 
daerah atau lokal. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari budaya 
politik, karena keberadaan struktur-struktur politik di dalam masyarakat, seperti 
partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan media masa yang 
kritis dan aktif. Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang untuk ikut serta 
secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara 
secara langsung atau tidak langsung yang mempengaruhi kebijakan pemerintah 
(Public Policy). 
F. Rerangka Pikir 
PKPU Nomor 5 Tahun 2017 sebagai dasar pengaturan dana kampanye telah 
rinci menjelaskan bahwa kampanye dilakukan untuk memperkenalkan diri dan 
mencari dukungan dari masyarakat, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan 
dana kampanye. Dana kampanye merupakan biaya atau jasa yang digunakan 
peserta pilkada dalam pembiayaan kegiatan kampanye pilkada yang selanjutnya 
harus dilaporkan setelah dilakukan audit kepatuhan. Audit dana kampanye 
dilakukan untuk mengetahui kesesuaian praktek dengan aturan yang ada dalam 
proses pemilihan kepala daerah. Tuntutan dana kampanye yang begitu besar ini 
menjadikan peserta pemilu harus berusaha menyiapkan dana. Dana yang 
digunakan peserta pilkada harus sah menurut hukum dari semua pihak yang diatur 
oleh peraturan perundang-undangan (Anjalline, dkk. 2014). 
Auditor atas hasil audit melalui prosedur audit sangat diharapkan 
peranannya dimana ditangannyalah publik dapat mengetahui kesesuaian pelaporan 
dana kampanye dengan prosedur audit yang ada  agar dapat menghasilkan laporan 
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audit yang patuh atau tidak patuh. Hery, (2005) menyatakan bahwa seorang 
auditor yang independen akan mengambil keputusan dengan  tidak berpihak 
kemanapun melainkan keputusan muncul melalui fakta dan bukti-bukt yang 
ditemukan. Karena pentinganya peran auditor dalam menyesuaikan fakta 
dilapangan dengan prosedur audit pilkada maka teori deontology tepat dijadikan 
acuan dalam penelitian ini, sebab dalam teori deontology menyakini bahwa suatu 
tindakan harus dilakukan karena kewajiban yang mengikat dan akan bermoral jika 
dilakukan denganrasa tanggung jawab. 
Teori ini menjelaskan kewajiban harus dilakukan sesuai dengan norma 
sosial dan nilai moral yang berlaku. Sesuatu dianggap baik karena tuntutan norma 
dan tidak bergantung pada dampaknya, baik itu menyenangkan atau tidak, 
hasilnya menguntungkan atau tidak yang inti adalah taat kepada norma, Tuhan 
dan kesucian hidup. Melalui teori ini diharapkan mampu membangun 
akuntabilitas, transparansi dan independensi auditor melalui prosedur audit dalam 
menyajikan hasil audit dana kampanye pada pemilihan kepala daerah (Pilkada).  
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BAB III  
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 
penelitian kualitatif, dengan mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan 
dengan objek penelitian secara mendalam. Sugiyono (2009) dalam 
Simamora dan Abdul (2013) menyebutkan bahwa metoda penelitian 
kualitatif cocok digunakan untuk penelitian seperti masalah penelitian yang 
belum jelas (masih remang-remang atau mungkin masih gelap), untuk 
memahami makna dibalik data yang tampak, untuk memahami interaksi 
sosial, untuk memahami perasaan orang lain, untuk mengembangkan teori, 
untuk memastikan kebenaran data dan untuk meneliti sejarah 
perkembangan. Sedangkan menurut Moleong (2005) dalam Simamora dan 
Abdul (2013) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang 
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 
subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain 
lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 
bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 
berbagai metoda alamiah. 
Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui makna yang  
tersembunyi, memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, 
36 
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memastikan  kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Alasan 
yang utama dari pemilihan jenis penelitian kualitatif adalah kemauan dari 
diri sendiri untuk lebih memahamibagaimanaperan auditor atas hasil audit 
dana kampanye melalui prosedur audit pemilihan kepala daerah. 
2. Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian yang dituju adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Darmaji (2013) 
menyatakan bahwa pendekatan ini menjelaskan secara luas dan menjabarkan 
seluruh aspek-aspek kondisi yang ada dan memandang perubahan dilakukan lewat 
penyadaran (consciousment) dan pencerahan (enlightenment). Pendekatan ini 
digunakan untuk mempertegas penelitian dalam mengkaji secara menyeluruh  
peran auditor dalam audit dana kampanye pemilihan kepala daerah dengan 
menggunakan teori deontology sebagai pembangun daalam penelitan. 
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
1. Jenis Data Penelitian 
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data subyek. Data 
subyek merupakan data penelitian yang dilaporkan sendiri oleh responden 
secara individual atau secara kelompok yang sumbernya diklasifikasikan 
berdasarkan tanggapan (respon) yang diberikan oleh responden. 
 
 
38 
 
 
 
2. Sumber Data Penelitian 
Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. 
Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 
langsung dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan 
dan Auditor di salah satu KAP di Kota Makassar seperti, data hasil 
wawancara sesuai daftar pertanyaan dan data sekunder adalah data yang 
diperoleh dari berbgai literature terutama materi tentang audit dana 
kampanye, peran auditor dan prosedur audit pada pemilihan kepala daerah. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah bagaimana peneliti dapat memperoleh data 
yang sesuai dengan lingkup penelitiannya. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Observasi 
Observasi atau yang disebut pengamatan meliputi kegiatan pemuatan 
perhatian terhadap sesuatu objek dan lebih banyak menggunakan salah satu 
dari pancaindra yaitu indra penglihatan. Observasi akan lebih efektif jika 
informasi yang hendak diambil berupa kondisi atau fakta alami, tingkah laku 
dan hasil kerja responden dalam situasi alami (Sugiyono, 2014:78). Dalam 
hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian. 
2. Wawancara 
 Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti 
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 
harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 
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responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan 
diri pada laporan tentang diri sendiri atau self – report atau setidak–tidaknya 
pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2014:231). Metode 
wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin sehingga peneliti 
menggunakan daftra pertanyaan yang diajukan kepada Auditor di Kantor 
Akuntan Publik (KAP) di Provinsi Sulawesi Selatan. 
3. Studi Pustaka 
 Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dengan 
menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah dan perundang-undangan 
terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data-data 
yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang 
penelitian.  
4. Dokumentasi 
 Pada teknik ini, peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari 
bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responen 
atau tempat. Pengumpulan data berupa data-data sekunder yang berupa 
dokumen-dokumenyang berkaitan dengan lokasi penelitian.  
5. Internet Searching 
 Merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai 
tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi referensi 
penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori berkaitan 
masalah yang diteliti. 
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E. Instrument Penelitian 
Instrument penelitian adalah suatu alat untuk memperoleh data, yang 
diperlukan peneliti sudah melakukan pengumpulan informasi di lapangan 
(Sugiono 2014). Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument penelitian 
terpenting adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat 
bantu untuk mengumpulkan data seperti : 
1. Alat tulis 
2. Alat perekam 
3. Daftar pertanyaan wawancara. 
4. Buku, jurnal, dan referensi lainnya.  
F. Pengelolaan dan Analisis Data  
Pengolahan data dilakukan setelah data diperoleh dari hasil wawancara, 
dokumentasi, dan obsevasi. Langkah–langkah yang dilakukan, yaitu: 
1. Peneliti memulai mengorganisasikans semua data yang telah dikumpulkan. 
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai 
data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data. 
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh 
responden dengan melakukan horizonaliting yaitu setiap pernyataan yang 
tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang 
bersifat repetitive atau tumpang tindih dihilangkan. 
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4. Reduksidata (Data Reduction) yang artinya memilah, memusatkan, dan 
menyederhanakan data yang baru diperoreh dari penelitian yang masih 
mentah yang muncul dari catatan–catatan tertulis di lapangan. 
5. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam 
bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami. 
6. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di 
lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul 
disana. Hasil yang diperoleh diinterpresentasikan, kemudian disajikan 
dalam bentuk naratif. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Di dalam pengujian keabsahan data metode penelitian kualitatif 
menggunakan validityas interbal (credibility) pada aspek nilai kebenaran, pada 
penerapannya ditinjau dari validitas eksternal (transferability), dan realibilitas 
(dependability) pada aspek konsistensi, serta obyektivitas (confirmability) pada 
aspek naturalis (Sugiyono, 2014). Pada penelitian kualitatif, tingkat keabsahan 
lebih ditekankan pada data yang diperoleh. Melihat hal tersebut maka kepercayaan 
data hasil penelitian dapat dikatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap 
keberhasilan sebuah penelitian. Namun dalam penelitian ini hanya digunakan dua 
pengujian yang sesuai, yaitu uji creadibility (validitas internal), transferability 
(validitas eksternal). 
1. Uji Validitas Internal 
Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas 
(validityas internal) terhadap data hasil penelitian sesuai dengan prosedur uji 
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kredibilitas data dalam penelitian kualitatif. Adapun macam-macam 
pengujian kredibilitas menurut Sugiyono (2014) antara lain dilakukan 
dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, 
triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, 
dan membercheck. 
a. Perpanjangan Pengamatan, hal ini dilakukan untuk menghapus jarak 
antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada lagi informasi 
yang disembunyikan oleh narasumber karena telah memercayai 
peneliti. Selain itu, perpanjangan pengamatan dan mendalam 
dilakukan untuk mengecek kesesuaian dan kebenaran data yang telah 
diperoleh. Perpanjangan waktu pengamatan dapat diakhiri apabila 
pengecekan kembali data di lapangan telah kredibel. 
b. Meningkatkan ketekunan dalam pengamatan yang cermat dan 
berkesinambungan merupakan wujud dari peningkatan ketekunan 
yang dilakukan oleh peneliti. Ini dimaksudkan guna meningkatkan 
kredibilitas data yang diperoleh. Dengan demikian, peneliti dapat 
mendeskripsikan data yang akurat dan sistematis tentang apa yang 
diamati. 
c. Triangulasi Ini merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu 
titik tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan 
pembanding terhadap data yang telah ada.  
1) Triangulasi Sumber, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan 
dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 
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sumber. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan 
dikategorisasikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai 
sumber tersebut. Peneliti akan melakukan pemilahan data 
yangsama dan data yang berbeda untuk dianalisis lebih lanjut. 
2) Triangulasi teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa 
sebuah rumusan informasi atau thesis statement.  Informasi 
tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang 
relevan dalam hal ini teori akuntansi sektor publik dan aturan yang 
ditetapkan atas objek penelitiansehingga memperoleh gambaran 
atau temuan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan 
kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu  menggali 
pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang 
telah diperoleh. 
3) Triangulasi data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu 
melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, 
selain melalui sumber data utama yaitu annual report, peneliti bisa 
menggunakan sumber data pendukung lainnya seperti berita-berita 
terkait aktivitas audit dana kampanye dan prosedur pemilihan 
kepala daerah di berbagai media. Tentu masing-masing cara  itu 
akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya 
akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula 
mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan 
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melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran 
handal. 
d. Menggunakan Bahan Referensi. Bahan referensi adalah pendukung 
untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Bahan 
yang dimaksud adalah yang dapat berupa alat perekam suara, 
kamera, handycam dan lain sebagainya yang dapat digunakan oleh 
peneliti selama melakukan penelitian. Bahan referensi yang 
dimaksud ini sangat mendukung kredibilitas data.  
e. Diskusi, yakni diskusi yang dilakukan dengan orang yang kompeten 
pada bidangnya dan mampu memberikan masukan ataupun 
sanggahan sehingga memperoleh kemantapan terhadap hasil 
penelitian. Teknik ini digunakan agar peneliti dapat mempertahankan 
sikap terbuka dan kejujuran serta memberikan kesempatan awal yang 
baik untuk memulai menjejaki dan mendiskusikan hasil penelitian 
dengan orang yang dianggap kompeten. 
2. Validitas Eksternal (Transferability) 
Nilai yang diperoleh dalam temuan penelitian kualitatif tidak bersifat 
universal tetapi dapat diterapkan apabila memiliki konteks dan situasi yang 
mirip dengan objek penelitian. Untuk mengetahui hal tersebut, maka perlu 
dilakukan pengujian transferability guna memberikan uraian yang rinci, 
jelas dan sistematis, dan dapat dipercaya oleh pembaca mengenai hasil 
penelitian. Dengan demikian, generalisasi dapat dihindari oleh pembaca 
karena telah memahami seluk beluk data yang diperoleh dalam penelitian. 
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Pembaca akan bijak untuk menerapkan hasil penelitian tersebut sesuai 
dengan konteks dan situasi yang identik dengan penelitian yang dimaksud. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
a. Sejarah Komisi Pemilihan Umum 
Pemilu (pemilihan umum) di tahun 1955 merupakan Pemilu yang 
pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia 
berusia 10 tahun. Pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya 
demokrasi namun bukan berarti saat itu Indonesia tidak demokrasi. Sekitar 
tiga bulan setelah kemerdekaan dipro-klamasikan oleh Soekarno dan Hatta 
pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan 
keinginannya untuk bisa menyelenggarakan Pemilu pada awal tahun 1946. 
Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden 
Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang 
pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, 
Pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan 
Januari 1946. 
Tetapi, berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, 
Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama, pada tanggal 29 
September 1955 untuk memlih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 
Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. 
Keterlambatan dan “penyimpangan” tersebut bukan tanpa sebab pula. Ada 
kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari 
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faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan 
pemerintah menyelenggarakan Pemilu, baik karena belum tersedianya 
perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu 
maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Dan yang tidak 
kalah pentingnya, penyebab dari dalam itu adalah sikap pemerintah yang 
enggan menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi) kekuasaan secara teratur 
dan kompetitif. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang 
mengharuskan negara ini terlibat peperangan. 
Tidak terlaksananya Pemilu pertama pada bulan Januari 1946 seperti 
yang diamanatkan oleh Maklumat 3 Nopember 1945 disebabkan oleh 2 
(dua) hal : 
1) Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan 
perangkat UU Pemilu. 
2) Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar 
kekuatan politik yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama 
gangguan dari luar juga masih mengancam. Dengan kata lain, para 
pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi. 
Pemerintah kemudian tidak berniat untuk menyelenggarakan Pemilu. 
Ada indikasi kuat bahwa pemerintah punya keinginan politik untuk 
menyelenggarakan Pemilu. Misalnya adalah dibentuknya UU No. UU No 
27 tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 
tahun 1949 tentang Pemilu. Di dalam UU No 12/1949 diamanatkan bahwa 
pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung). 
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Sifat pemilihan tidak langsung ini didasarkan pada alasan bahwa mayoritas 
warga negara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf. Sehingga kalau 
pemilihannya langsung dikhawatirkan akan banyak terjadi distorsi. 
Kemudian pada paruh kedua tahun 1950, ketika Mohammad Natsir 
dari Masyumi menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk 
menjadikan Pemilu sebagai program kabinetnya. Sejak itu pembahasan 
UU Pemilu mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo 
dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kemudian dilanjutkan ke 
parlemen. Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, 
setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik 
Indonesia Serikat (RIS). 
Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan RUU 
Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo, juga dari 
Masyumi. Pemerintah ketika itu berupaya menyelenggarakan Pemilu 
karena pasal 57 UUDS 1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh 
rakyat melalui pemilihan umum. Tetapi pemerintah Sukiman juga tidak 
berhasil menuntaskan pembahasan undang-undang Pemilu tersebut. 
Selanjutnya UU ini baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa 
pemerintahan Wilopo dari PNI pada tahun 1953. Maka lahirlah UU No. 7 
Tahun 1953 tentang Pemilu. UU inilah yang menjadi payung hukum 
Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan 
rahasia. Dengan demikian UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang 
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diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan 
bertingkat (tidak langsung) bagi anggota DPR tidak berlaku lagi. 
Patut dicatat dan dibanggakan bahwa Pemilu yang pertama kali 
tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta 
sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai 
pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-
an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon 
perorangan. 
Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran 
berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota 
DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, 
mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat 
bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. 
Karena itu, sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang 
menakutkan dan akan memenangkan Pemilu dengan segala cara. 
b. Visi Misi 
1) VISI 
“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara 
Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, 
transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang 
berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia”. 
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2) MISI 
a) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang 
memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam 
menyelenggarakan Pemilihan Umum; 
b) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab; 
c) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang 
bersih, efisien dan efektif; 
d) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum 
secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan 
Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 
e) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif 
dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat 
Indonesia yang demokratis.  
c. Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang 
Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi 
dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan 
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bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas 
kewenangan sebagai berikut : 
1) Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum; 
2) Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak 
sebagai peserta Pemilihan Umum; 
3) Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI 
dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat 
pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut 
TPS; 
4) Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk 
setiap daerah pemilihan; 
5) Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah 
pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II; 
6) Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil 
Pemilihan Umum; 
7) Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum. 
8) Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat 
tambahan huruf: 
9) Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. 
Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 
tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU 
sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun 
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setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem 
Pemilihan Umum. 
d. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi 
Selatan 
1) Program Data dan SDM Organisasi 
a) Program Data dalam Tahapan Pemilu 
Program data ini adalah melaksanakan kemuktahiran data 
pemilih, baik dari data pemilih sementara, data hasil perbaikan, 
sampai dengan data pemilih tetap. Bagian ini adalah baground dalam 
hal peningkatan partisiapsi pemilih, karena  partisipasi pemilih akan 
meningkat jika semua masyarakat luas terdaftar sebagai pemilih 
tetap, hal ini agar dapat menggunakan hak pilihnya sebagai warga 
Negara yang sudah bersyarat. Namunpun tidak menutup 
kemungkinan dalam setiap iven pilkada atau pemiluh, walaupun 
tidak atau belum terdaftar sebagai pemiluh tetap (DPT) tetapi masih 
tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP 
Elektronik sesuai peraturan KPU RI. Kemudian daftar pemilih 
khusus (DPK) diperbolehkan menggunakan hak pilihnya 1 jam 
sebelum perhitungan hak suara karena memberikan kesempatan 
terlebih dahulu kepada daftar pemilih tetap atau yang menggunakan 
KTP Elektronik. 
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b) Program Data dalam Tahapan Organisasi 
Program data dalam organisasi adalah untuk menyusun 
perencanaan rencana strategi kerja Komisi Pemilihan Umum, baik 
setiap tahun (jangka pendek) dan lima tahun (jangka panjang) 
mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan selama lima tahun 
baik dalam proses pilkada atau pemiluh maupun proses PAW 
legislative maupun PAW terhadap internal yaitu penyelenggara 
pemilih di tingkap KPU Provinsi dan di tingkat KPU Kabupaten 
Kota. 
c) SDM Organisasi 
Tujuan utama dalam bidang ini adalah untuk membangun 
hubungan organisasi dengan stakeholder terkait maupun 
kelembagaan kantor/dinas dal lain-lainnya. SDM (Sumber Daya 
Manusia) juga melakukan perekrtutan anggota KPU Kabupaten kota 
dan Provinsi, PPK dan PPS yang merupakan badan athock yang 
diperlukan saat adanya tahapan dalam kurung waktu lima tahun. 
Kemudian setelah itu diadakan pergantian kembali yang dilakukan 
oleh  SDM sebagai tim seleksi pendaftar yang dibentuk langsung 
oleh KPU RI sebanyak lima orang dari berbagai unsur kemudian 
dilantik dan dibekali oleh KPU RI. Pembentukan Tim seleksi yang 
sekarang berbeda dengan tim seleksi lima tahun yang lalu, dimana 
pemilihannya dilakukan langsung oleh KPU Provinsi. SDM juga 
memiliki kewenangan untuk melakukan perekrutan anggota KPU 
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kabupaten kota maupun Provinsi, melakukan proses pemberkasan, 
proses asesmem, seleksi untuk para calon pejabat seperti Kabag dan 
sekretaris KPU. 
2) Teknis Hukum dan Hupmas 
Dalam bidang Teknis dan Hukum fokus menangani persidangan di 
Bawaslu, masalah tentang dana kampanye dan berwenang mengurusi 
penerimaan calon DPD yang dulunya di KPU Pusat dibawah naungan 
bagian Teknis, sekarang di bagi dua yakni untuk DPRD Provinsi di 
bagian Teknid dan untuk DPD di bagian Hukum. Bagian Teknis juga 
bertanggung jawab atas jalannya kampanye, baik dalam penetapan 
jadwal kampanye, lokasi kampanye hingga pada penentuan lokasi yang 
boleh dan tidak boleh digunakan dalam berkampanye atau tempat 
pemasangan atribut kampanye seperti di masjid, sekolah-sekolah atau 
jalan-jalan protokol  dengan melakukan kordinasi langsung kepada pihak 
Pemerintah daerah/kota. 
3) Keuangan, Umum Dan Logistik 
Bagian Keuangan bertanggung jawab dalam menyusun anggaran 
dan pelaporan penggunaan dana anggaran APBN, APBD dan 
Pemerintah Daerah (Pemda) seperti dana Pilgub dan dana-dana yang 
dibutuhkan dalam vasilitas kantor seperti pengadaan barang-barang 
perlengkapan kantor dan alat-alat fisik lainnya. 
Sedangkan dalam praktek kerja bagian Umum dan Logistik 
berwenang mengurusi masalah lelang-lelang barang atau tender dana 
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kampanye dengan nominal jumlah sekitaran dua ratus juta sedangkan 
dibawah jumlah tersebut dilakukan penunjukan langsung KAP dalam 
melakukan audit. Yang paling urjen juga dalam bagian Umum dan 
Logistik adalah proses tender dalam pengadaan kertas hak suara yang 
mencapai miliaran rupiah. Kemudian bentuk hubungan KPU kepada 
masyarakat umum adalah dengan melakukan beberapa sosialisasi, baik 
sosialisasi langsung ke masyarakat maupun melalui kegiatan Go’s To 
Campus untuk menarik partisipasi masyarakat dalam memilih atau 
menggunakan hak suaranya. 
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Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Pegawai 
Di Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2018 
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2. Audit Dana Kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah 
Audit dalam penggunaan dana kampanye merupakan bagian dari audit 
kepatuhan dimana audit kepatuhan (Complince audit) adalah kegiatan 
memeriksa segala bukti-bukti audit yang terkait kedalam penggunaan dana 
kampanye dengan menyesesuaikan antara aktivitas yang dilakukan dengan 
peraturan atau standar tertentu yang nantinya akan dilakukan dilaporkan 
kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ibu Ayu selaku Kasubbag. Hukum 
yang telah bekerja di KPU Provinsi Sulawesi Selatan selama lima belas tahun 
ini menjelaskan dalam wawancaranya, bahwa: 
“Audit dana kampanye adalah proses pemeriksaan dana kampanye peserta 
pilkada/pemiluh baik berupa uang, barang dan jasa yang digunakan untuk 
membiayai kegiatan kampanye”. 
 
Kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) 
merupakan proses yang sangat penting sehingga dibutuhkan dana yang 
dikeluarkan yang jumlahnya tidak sedikit. Oleh karena itu, muncul sebuah 
kebutuhan atas penggunaan dana kampanye agar peserta Pilkada dapat 
terbebas dari segala tuduhan yang berkaitan dengan politik uang, sehingga 
dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat agar dapat meyakini bahwa 
kampanye yang terlaksana adalah kampanye yang bebas, jujur, dan adil sesuai 
dengan peraturan yang ada. 
Dalam Audit dana kampanye setidanya melibatkat tiga pihak, yakni 
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kantor Akuntan Publik (KAP)/auditor dan 
peserta pemilihan kepala daerah. Audit dana kampanye yang berupa laporan 
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hasil audit diperlukan oleh publik untuk organisasi atau individu yang 
bersinggungan langsung. Seperti yang dikatakan ibu Ayu bahwa: 
“Audit dana kampanye harus dilakukan demi terciptanya transparansi dan 
akuntabilitas atas pencatatan, pengelolaan dan pelaporan dana kampanye 
peserta pilkada. Selain itu, untuk menilai kepatuhan pelaporan dana 
kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengenai 
tentang dana kampanye”. 
 
Tuntutan dana kampanye yang begitu besar ini menjadikan peserta pemilu 
harus berusaha menyiapkan dana. Dana yang digunakan peserta pemilu dapat 
berasal dari peserta pemilu maupun sumbangan yang sah menurut hukum dari 
pihak lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Namun, dari dana 
yang dikumpulkan muncul berbagai persoalan mengenai keabsahan dana 
tersebut, maupun pengaruh dana yang disumbangkan terhadap tanggung jawab 
peserta Pilkada. Bapak Ismail Masse selaku Kabag. Program Data dan 
Organisasi yang sudah bekerja di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pronvinsi 
Sulawesi Selatan selama lima belas tahun ini mengatakan, bahwa:  
“Asas dari KPU adalah berlaku adil, memperlakukan adil kepada semua 
peserta pilkada dalam berkampanye, karena tentu ada yang banyak 
mengeluarkan atau menggunakan uang ada juga yang sedikit. Mungkin 
karena memperoleh bantuan dari siapa, rekanan siapalah. Ya tentu 
semakin banyak uang semakin banyak juga bagaimanalah menggunakan 
uang itu kita tidak tau”.  
 
Penjelasan diatas jelas menggambarkan bagaimana rumit dan urjennya 
untuk melakukan audit dana kampanye yang dilakukan oleh auditor. PKPU 
Nomor 5 tahun 2017  tentang “ketentuan umum” juga telah memaparkan 
aturannya pada pasal 1 yang menjelaskan, bahwa “Kampanye dalam suatu 
pemilihan disebut dengan kegiatan menawarkan visi, misi, dan program 
peserta atau  Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya yang bertujuan untuk 
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mengenalkan atau meyakinkan Pemilih terhadap dirinya” dan “Dana 
Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang 
digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai 
Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan 
Kampanye Pemilihan”. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) diatas 
sejalan dengan pernytaan yang dilontarkan oleh Ibu Ayu sebelumnya, 
pernyataan yang dimaksud dalam hasil atau laporan audit dana kampanye 
pada Pilkada yaitu: 
1. Penerimaan 
Penerimaan adalah laporan dana kampanye yang menyajikan transaksi 
penerimaan dana kampanye menurut klasifikasi pemberi dana dan bentuk 
dana. Dana yang berasal dari perseorangan dan badan usaha disebut 
sumbangan dari pihak lain. Penerimaan dana kampanye juga berkaitan tentang 
dari mana sumber dana kampanye, pembatasan sumbangan, dan dari mana 
sumbangan yang diperoleh oleh masing-masing peserta Pilkada.  
Pengaturan penerimaan dana kampanye bertujuan untuk memastikan 
bahwa dana kampanye yang digunakan oleh peserta pemiluh harus benar-
benar dana yang sah menurut undang-undang. Hal ini dimaksudkan karena 
penggunaan dana kampanye yang didapat dengan cara tidak sah adalah sebuah 
pelanggaran dan menimbulkan ketidaksetaraan bagi calon peserta Pilkada. 
Dana kampanye yang dimaksud juga dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. 
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2. Pengeluaran 
Pengeluaran atau penggunaan adalah laporan dana kampanye yang 
menyajikan transaksi penggunaan dana kampanye menurut klasifikasi 
penggunaan dana dan bentuk penggunaan dana, yang mencakup periode 
sampai dengan tujuh hari sebelum penyampaian LPPDK beserta laporan 
pendukung terkait oleh KPU kepada KAP. 
 Pembahasan mengenai pengeluaran dana kampanye tidak kalah 
pentingnya dengan pembatasan dana kampanye. Pembatasan dana kampanye 
bertujuan mencegah peserta/calon Pilkada untuk mengumpulkan dana 
kampanye sebanyak-banyaknya dengan segala macam cara guna 
memaksimalkan kampanye. Pengaturan mengenai pengeluaran dana 
kampanye sangat dibutuhkan untuk menciptakan penyelenggaraan pilkada 
yang adil sesuai dengan aturan yang sudah ada. 
3. Pelaporan 
Isu pelaporan dana kampanye merupakan hal yang sangat krusial, 
mengingat dalam proses ini dibutuhkan secara mendetail mengenai aturan 
mekanisme segala bentuk laporan yang harus dipertanggungjawabkan peserta 
pilkada yang tidak hanya kepada penyelenggara seperti KPU, namun juga 
kepada masyarakat. Prinsip pokok audit dana kampanye adalah transparansi 
dan akuntabilitas serta sifat independensi auditor dalam melakukan audit dana 
kampanye pada pemilihan kepala daerah. 
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3. Prosedur Audit Dana Kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah 
 Audit dalam penerimaan, penggunaan dan pelaporan dana kampanye 
dilakukan oleh auditor setelah sebelumnya terpilih atau dipilih menjadi auditor 
peserta/pasangan calon. Sasaran dalam audit ini adalah  peserta/pasangan 
calon (Paslon) atas segala bentuk aktivitas yang dilakukan sebagaimana 
mestinya selama masa pencalonan menjadi kepala daerah berlangsung. Audit 
kepatuhan ini dilakukan untuk menilai kepatuhan Paslon atas LPPDK dengan 
prosedur yang telah disepakati untuk memperoleh pernyataan patuh atau tidak 
patuh dari auditor. 
 Prosedur audit dalam penentuan Kantor Akuntan Publik (KPU) sebagai 
auditor Paslon pada pemilihan kepala daerah atas LPPDK dilakukan oleh 
Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU menentukan atau menunjuk Kantor 
Akuntan Publik/auditor melalui beberapa cara atau tahapan, yakni dengan 
penunjukan langsung, pengajuan diri dan melalui pemilihan tender. Seperti 
yang diungkapkan oleh Bapak Anwar selaku Kasubbag. Umum dan Logistik 
di KPU Privinsi Sulawesi Selatan yang sudah bekerja selama Sembilan tahun 
mengatakan dalam wawancaranya, bahwa: 
“Pemilihan kantor akuntan publik berdasarkan Peraturan Presiden 
(Perpres) No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Kemudian 
proses pemilihan langsung oleh pejabat pengadaan jika nilainya atau harga 
yang dipasang KAP dibawah Rp. 100.000.000, namun jika lebih dari nilai 
itu maka PPBJ akan melakukan pemilihan KAP melalui mekanisme 
tender. Semua peraturan demikian diatur dalam Perpres sesuai Prinsip 
Akuntansi Berlaku Umum (PABU) dan sesuai anggaran KPU”. 
 
Kesimpulan dari penjelasan diatas jelas bahwa penentuan kantor akuntan 
publik/auditor sepenuhnya dipegang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
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dengan berlandaskan pada Peraturan Presiden untuk menjalankan proses audit 
dana kampanye, dengan tujuan untuk menilai tingkat pelaporan dari 
penerimaan dan pengeluaran dana yang diperoleh dari berbagai pihak yang 
masuk kedalam rekening khusus peserta/calon pemilihan kepala daerah. 
Pelaporan akhir dari proses ini adalah kepatuhan penggunaan dana kampanye 
yang akan diberikan oleh auditor. 
Program atau prosedur audit dilakukan sebagai perencanaan atau teknik 
pemeriksaan secara tertulis dan terstruktur dalam pemilihan kepala daerah 
oleh auditor untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dalam 
melakukan audit dana kampanye pada pemilihan kepala daerah. Tujuan utama 
dalam prosedur audit adalah dilakukannya evaluasi bukti atas informasi untuk 
menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi mengenai 
penerimaan, penggunaan dan pelaporan dana kampanye dengan kriteria-
kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya oleh komisi pemilihan umum 
melalui PKPU No. 5 Tahun 2017,  yang selanjutnya akan dilaporkan kembali  
kepada KPU Provinsi. Bapak Ismail dalam hasil wawancaranya 
mengungkapkan bahwa: 
 “Jika penggunaan dana kampanye tidak diatur seperti itu, tentu mungkin 
ada yang banyak mengeluarkan, menggunakan uang dan ada juga yang 
sedikit. Nah kalau tidak dibatasi dalam undang-undang dan PKPU pasti ya 
itu ada kesenjangan”. 
 
 Proses audit merupakan bagian dari pengauditan yang melibatkan usaha 
peningkatan kualitas informasi bagi pengambil keputusan serta independensi 
dan kompetensi dari pihak yang melakukan audit, sehingga kesalahan yang 
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terjadi dalam proses pengauditan akan berakibat berkurangnya kualitas 
informasi yang diterima oleh public dan seluruh pihak yang bersangkutan. Hal 
ini dipandang sangat penting agar integritas atau asas dari Pilkada tetap 
berjalan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. 
 Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Dian selaku Auditor yang pernah 
melakukan audit dana kampanye pada salah satu Paslon kepala daerah 
mengatakan, bahwa: 
“Prosedur itu terkait dengan LPPDK Paslon. KPU memberikan LPPDK 
Paslon yang akan diaudit kepada kami mulai dari LADK sampe pada 
LPSDK, inilah yang di audit sesuai prosedur yang tertuang dalam PKPU 
No. 5 tahun 2017 tentang dana yang boleh diperoleh, batasannya 
bagaimana, pelaporannya bagaimana. Itu semua kami audit untuk menilai 
kepatahan Paslon dalam laporannya”. 
 Prosedur audit dana kampanye pada pemilihan kepala daerah terdiri atas: 
a. Pengujian Asersi atas Umum 
b. Periode Pencatatan dan Pelaporan 
c. Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, terdiri dari:  
1) Rekening Khusus Dana Kampanye,  
2) Batasan Maksimum,  
3) Batasan Pengeluaran Dana Kampanye,  
4) Ketepatan waktu pelaporan LADK, LPSDK dan LPPDK ke KPU 
Provinsi KPU Kab/Kota serta penyetoran sumbangan yang dilarang 
kas Negara, 
5) Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye, 
6) Pembukaan RKDKP nama bank, nama pemilik RKDKP, dan 
7) Cakupan LADK 
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 Aturan pelaporan hasil audit dalam prosedur audit dana kampanye tentang  
hasil audit atau pelaporan peserta yang dilakukan oleh auditor kemudian 
disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan 
KPU Kabupaten/Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya 
laporan. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampikan hasil audit 
dana kampanye peserta Pilkada paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU 
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima hasil audit dari auditor atau 
kantor akuntan publik. 
 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil 
pemeriksaan dana kampanye pemilu kepada publik paling lambat 7 (tujuh 
hari) hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan. Aturan diatas senada 
dengan yang diungkapkan oleh Ibu Ayu bahwa: 
“Auditor atau KAP wajib menyelesaikan audit paling lama 30 hari 
terhitung sejak menerima laporan dana kampanye dari KPU Provinsi atau 
KPU Kab/Kota. Selanjutnya KPU menyampaikan hasil audit dana 
kampanye kepada peserta Pilkada/Pemiluh paling lambat 7 hari setelah 
menerima hasil audit dari auditor atau KAP”. 
 
 Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa secara langsung 
prosedur audit tentu memberikan pengaruh yang besar dan signifikan terhadap 
kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor, sebab apabila salah satu langkah 
dalam prosedur audit dihilangkan, maka kemungkinan auditor akan membuat 
pendapat yang salah atau kurang tepat. Kesalahan dalam menyatakan pendapat 
disebabkan karena auditor tidak melakukan prosedur audit yang mencukupi 
dapat menyebabkan auditor dituntut secara hukum. Seperti yang lagi-lagi 
diungkapkan oleh Ibu Ayu bahwa: 
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“Prosedur audit dana kampanye sangat berpengaruh terhadap hasil audit 
dana kampanye pada pemilihan kepala daerah” 
 
 Pendapat diatas sejalan dengan dengan pernyataan Bapak Ismail, beliau 
menyatakan bahwa: 
“Pengaruh terkait dengan prosedur audit inikan tentu berkaitan dengan tata 
aturan yang harus dilaksanakan peserta pemilu, pilkada dan pemilihan 
Presiden. Istilahnya disini kita mau berlaku adil, berlaku adil pada semua 
peserta. Jadi supaya mereka juga patuh dan tidak ada kesenjangan dalam 
hal pengeluaran biaya kampanye”. 
 
Demikian pula yang diungkapkan oleh Ibu Dian dalam wawancaranya, 
bahwa: 
“Tentu ini sangat memiliki pengaruh, karena prosedur itukan pedoman 
istilahnya, nah itulah yang menjadi acuan kami dalam melakukan audit”. 
 
 Pernyataan diatas menggambarkan prosedur audit dana kampanye yang 
dilakukan oleh auditor juga memiliki peran yang cukup besar. Bahasa 
singkatnya adalah bagaimana bisa auditor melakukan suatu pekerjaan tanpa 
panduan atau arahan, sedangkan prosedur audit ini adalah langkah-langkah 
yang harus auditor lakukan dalam memberikan penjelasan atas hasil audit 
kepatuhan dari penerimaan, penggunaan dan pelaoran dana kampanye pada 
pemilihan kepala daerah yang dilakukan. Sehingga antara peran auditor dan 
prosedur audit dana kampanye pada pemilihan kepala daerah masing-masing 
berperan penting dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil audit 
dana kampanye. 
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4. Peran Auditor atas Hasil Audit Dana Kampanye pada Pemilihan 
Kepala Daerah 
Auditor dalam melakukan audit dana kampanye tidak langsung begitu saja 
menjalankan profesinya atau kewajibannya, akan tetapi harus memiliki atau 
memenuhi standar serta kriteria-kriteria tertentu sebelum terpilih untuk 
melakukan audit dana kampanye, dikarenakan banyaknya masalah yang 
menjadi kecemasan dalam pekerjaan ini sehingga dipandang sangat penting. 
Setiap praktisi wajib mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan 
aturan etika dalam setiap profesi. Tidak hanya mematuhi peraturan yang ada, 
namun juga harus mematuhi peraturan yang tertulis di perundang-undangan, 
ketentuan hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku. 
Auditor dapat menjalankan perannya dengan sangat baik dan terpercaya 
jika tidak ada unsur-unsur kepentingan didalamnya. Seperti yang dikatakan 
Ibu Ayu dalam wawancaranya, mengatakan bahwa: 
“Kriteria dalam penentuan Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah, KAP 
atau Auditor tidak sedang berafiliasi secara langsung atau tidak langsung 
dengan pasangan Calon dan Partai Politik. Bukan Anggota Partai Politik 
yang mengusulkan pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon. 
Dan diutamakan yang telah memiliki sertifikat Audit”. 
 
Senada dengan itu, Ibu Dian selaku Auditor juga mengungkapkan, bahwa: 
 
“Kriteria dalam penentuannya itu ya kami tidak ada hubungan dengan 
Paslon, telah bergabung di IAPI dan tentu harus memiliki sertifikat 
Audit dari IAPI”. 
 
Pernyataan diatas juga selaras dengan pernyataan Bapak Anwar yang 
mengatakan, bahwa: 
“Yang paling penting dalam penentuan KAP dalam melakukan audit 
adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit, memiliki sertifikat 
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(diutamakan yang memiliki sertifikat) serta telah terdaftar di Ikatan 
Akuntan Publik (IAP). Tidak sedang berafiliasi dengan pihak manapun 
dan tentunya bukan pihak dari keluarga”. 
 
Hasil dari wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam melakukan audit 
dana kampanye pemilihan kepala daerah, auditor ditunjuk secara langsung dan 
tidak langsung sesuai mekanisme dan ketentuan yang ada dalam Perpres serta 
memiliki pengalaman kerja yang memadai dalam melakukan audit. Dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia pengalaman kerja merupakan sebagai sesuatu 
yang pernah dialami dalam kehidupan ini. Semakin luas pengalaman kerja 
seseorang, semakin terampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola 
pikir dan bersikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. Pengalam kerja audit juga diatur dalam SPAP (Standar Profesional 
Akuntan Publik) bahwa audit harus dijalankan oleh seseorang yang memiliki 
keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai bentuk pengalaman audit. 
Tidak sampai disitu, untuk lebih meyakinkan pihak KPU terhadap auditor 
dalam melakukan audit, maka KPU menetapkan kriteria-kriteria yang menjadi 
syarat bagi semua auditor yang akan melakukan audit dana kampanaye pada 
pemilihan kepala daerah. Sedangkan  ukuran KAP baik dalam lingkup yang 
luas atau sempit dianggap tidak memiliki pengaruh atau bukan alasan terhadap 
penentuan dalam melakukan audit dana kampanye, hal ini sesuai dengan 
pernyataan Bapak Anwar, bahwa: 
“Tidak ada, yang penting sudah memenuhi kriteria yang tadi saja”. 
 
Pernyataan Bapak Anwar selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan 
kepada Ibu Dian, yang mengakatakan bahwa: 
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“Saya rasa tidak ada regulasi seperti itu”.  
Kedudukan auditor dalam struktur organisasi sangat mempengaruhi 
keberhasilannya dalam menjalankan tugas, sehingga dengan kedudukan 
tersebut memungkinkan auditor dapat melaksanakan tugas dengan baik serta 
dapat bekerja dengan luwes dan objektif. Seperti dalam hasil wawancara Ibu 
Ayu yang mengatakan bahwa: 
“KAP/auditor telah transparan dalam menjalankan audit dana kampanye 
serta harus memiliki sifat independensi”. 
 
Ibu Dian dalam wawancaranya juga mengatakan, jika: 
 
“Kami selaku pelaksana audit  telah berusaha transparan dalam proses 
Audit Dana Kampanye”. 
 
Penjelasan diatas dapat diyakini bahwa kepentingan dalam pemilihan 
kepala daerah yang berhubungan dengan audit dana kampanye menunjukan 
bahwa auditor harus dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Kualitas 
auditor dapat dipengaruhi oleh kebertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam 
menyelesaikan proses audit. Transparan atau terbuka atas hasil audit yang 
dilakukan serta bersifat independen sebagai sikap mental yang bebas dari 
pengaruh pihak lain dan tidak tergantung pada orang lain.  
Banyaknya masalah yang mungkin terjadi dalam penggunaan dan 
pelaporan dana kampanye mendorong tingkat kualitas peran auditor dalam 
melakukan audit dana kampanye. Auditor juga mempunyai kewajiban untuk 
menjaga standar lingkup dimana mereka bernaung, profesi mereka, 
masyarakat dan diri mereka sendiri, mempunyai tanggungjawab menjadi 
kompeten dan untuk menjaga integritas dan obyektivitas mereka dalam 
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melakukan audit. Dari itu dipandang sangat penting peran auditor dalam audit 
dana kampanye dalam pemilihan kepala daerah. Sebagaimana yang dikatakan 
oleh Bapak Anwar, bahwa: 
“Peran auditor dalam melakukan audit dana kampanye cukup signifikan, 
karena jika tidak melakukan audit dengan baik atau tidak sesuai kriteria, 
maka akan didiskualifikasi dalam melakukan audit jika seandainya tidak 
memasukkan laporan hasil audit yang dilakukan”. 
 
Sejalan dengan pernyataan Bapak Anwar, Ibu Dian selaku Auditor juga 
mengungkapkan, bahwa: 
“Peran auditor dalam melakukan audit inikan sebagai pelaksana setelah itu 
menyerahkan/memberikan pernyataan patuh atau tidak patuh Paslon atas 
LPPDK yang dilakukan. Dan kamipun juga punya regulasi di IAPI apabila 
tidak melakukan audit denga baik, maka akan kena sanksi. Jadi ya peran 
auditor disini sangat penting.  
 
Dilihat dari penjelasan diatas sangat jelas jika auditor dianggap memiliki 
peran penting dalam melakukan audit dana kampanye pada pemilihan kepala 
daerah. Auditor dituntut untuk memberikan audit yang berkualitas, dengan 
pendapat mengenai kewajaran penggunaan dan pelaporan dana kampanye 
yang nantinya akan dilaporkan kepada pihak pemamku kepenting, yakni Partai 
pengusun calon dan Komisi Pemilihan Umum. Sebagaimana yang dijelaskan 
oleh  Bapak Anwar lebih lanjut, bahwa: 
“Auditor dibutuhkan untuk memberikan rekomendasi, jadi hasil-hasil yang 
ditemukan dalam melakukan audit itu, dia sendiri yang tau dengan partai 
politik pengusung pemenang karena auditor tidak dituntuk untuk 
memberikan opini saat selesai melakukan audit. Tugas selanjutnya hanya 
memberikan pernyataan patuh atau tidak patuh, apakah dari semua 
persyaratan dipenuhi atau tidak. Ketika sudah ada pernyataan patuh dari 
KAP maka selanjutnya terbitlah rekomendasi bahwa peserta atau 
pemenang telah patuh dari semua prosedur-prosedur audit yang ada”. 
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Jelas digambarkan dari pernyataan diatas bahwa auditor berperan atas 
jalannya proses audit dana kampanye pada pemilihan kepala daerah untuk 
menilai tingkat kepatuhan peserta Pilkada dalam LPPDK. Pernyataan diatas 
diperkuat kembali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 1 
tahun 2017 tentang “Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran 
Pemilihan” dimana auditor memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk 
menyampaikan atau menyerahkan hasil audit yang dilakukan dalam LPPDK 
kepada KPU sebelum jadwal pengumuman pemenangan peserta Pilkada 
dilakukan. Hasil audit diserahkan setelah sebelumnya KAP/auditor menerima 
LPPDK dari KPU sebagai tahapan penyelenggaraan Pilkada. Peran penting 
auditor dalam LPPDK ini dibuktikan dengan tidak akan dilakukannya  
pengumuman pemenangan peserta atau calon kepala daerah sebelum auditor 
meyerahkan hasil audit dana kampanye. 
B. Pembahasan Penelitian 
1. Prosedur Audit Dana Kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah  
  Hasil audit yang berkualitas yang dilakukan auditor dilihat sejauh mana 
auditor menjalankan prosedur audit dalam pekerjaannya di lapangan. Prosedur 
audit merupakan teknik penyusunan atau langkah-langkah tertentu yang secara 
khusus digunakan untuk mengumpulkan dan memperoleh bukti dalam 
pekerjaan audit untuk menhasilkan audit kepatuhan atas peserta Pilkada dalam 
LPPDK. Prosedur audit dana kampanye pada pemilihan kepala daerah 
merupakan kewajiban yang harus ditaati oleh auditor dalam melakukan audit. 
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  Sebagaimana Ibu Dian selaku auditor menjelaskan, bahwa: 
 “Prosedur itu terkait dengan LPPDK Paslon. KPU memberikan LPPDK 
Paslon yang akan diaudit kepada kami mulai dari LADK sampai pada 
LPSDK, inilah yang di audit auditor sesuai prosedur yang tertuang dalam 
PKPU No. 5 tahun 2017 tentang dana yang boleh diperoleh, batasannya 
bagaimana, pelaporannya bagaimana. Itu semua kami audit untuk menilai 
kepatahan Paslon dalam laporannya”. 
Audit dana kampanye dijalankan oleh auditor sesuai prosedur dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Pengujian Asersi atas Umum 
  Prosedur ini merupakan prosedur yang pertama yang dijalankan oleh 
auditor untuk menemukan bukti-bukti atau untuk mendapatkan informasi-
informasi terkait dalam segala bentuk penerimaan, penggunaan dan 
pelaporan dana kampanye oleh peserta/pasangan calon pada pemilihan 
kepala daerah yaitu, dengan: 
1) Melakukan wawancara terhadap pasangan calon dan/atau peserta pihak 
yang menyusun laporan dana kampanye, 
2) Melakukan inspeksi atas informasi dan/atau dokumen pendukung yang 
digunakan dalam menyusun laporan dana kampanye untuk menilai 
kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 
3) Melakukan konfirmasi terhadap bukti penerimaan sumbangan dana 
kampanye baik dari penyumbang perorangan, badan usaha, 
perkumpulan dan/atau partai politik. 
b. Periode Pencatatan dan Pelaporan 
 Pencatatan dan pelaporan dalam audit dana kampanye merupakan 
suatu hal yang harus dilakukan oleh peserta/pasangan calon dalam 
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penggunaan dana kampnaye pada pemilihan kepala daerah. Prosedur ini 
adalah cara yang dilakukan auditor untuk mengetahui bagaimana 
keakuratan, kemampuan dan pemahaman teknik pencatatan dan pelaporan 
peserta pemilihan kepala daerah. Bukti transaksi terkait dengan aktifitas 
penggunaan dana kampanye yang dilakukan memungkinkan auditor untuk 
melakukan pekerjaannya dengan: 
1) Melakukan perhitungan kembali untuk memastikan keakurasian 
matematis atas laporan peserta/pasangan calon, 
2) Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dan kesesuaian laporan 
terhadap periode cakupan dan batas waktu penyeraha laporan, 
3) Melakukan pemeriksaan dan pengujian atas pencatatan penerimaan 
dana kampanye terhadap kesesuaian periodesasi laporan. 
c. Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 
 Masalah terkait dalam penerimaan dan pengeluaran dana kampanye 
oleh peserta/pasangan calon sering kali terjadi, hal ini dikarenakan jumlah 
pengeluaran dana kampanye yang dikeluarkan lebih besar dari jumlah 
dana yang diterima oleh peserta/pasangan calon dalam Laporan Rekening 
khusus (LRK). Penerimaan dan pengeluaran yang tidak disertai bukti 
transaksi juga merupakan polemik yang dimiliki peserta/pasangan calon. 
Prosedur ini memberikan tugas kepada auditor untuk melakukan 
singkronisasi atas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye 
peserta/pasangan calon dalam audit penerimaan dan pengeluaran dana 
kampanye dengan cara: 
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1) Memeriksa kesesuain kepemilikan Rekening Khusu Dana Kampanye 
(RKDK) peserta/pasangan calon terhadap kepemilikan rekening Koran 
dana kampanye di Bank Umum, 
2) Memeriksa kesesuaian penyumbang dan melakukan pengujian 
terhadap batasan maksimum sumbangan dari masing-masing jenis 
penyumbang yang diterima oleh pesera/pasangan calon, 
3) Memeriksa dan menguji pengeluaran dari aktivitas kampanye terhadap 
kesesuaian batasan pengeluaran dana kampanye sesuai peraturan, 
4) Memeriksa dan menguji ketepatan waktu pelaporan Laporan Awal 
Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana 
Kampanye (LPSDK) dan sumbangan yang dilarang kepada Komisi 
Pemilihan Umum Daerah (KPUD), serta melakukan verifikasi 
terhadap daftar sumbangan yang dilarang dengan bukti yang ada, 
5) Memeriksa kesesuaian periode laporan penerimaan dan pengeluaran 
paeserta/pasangan calon dan melakukan pengujian atas transaksi 
penerimaan dan pengeluaran, 
6) Memeriksa kesesuaian pembukuan RKDK pada Bank yang telah 
ditentukan serta kepemilikan RKDK sesuai ketentuan, 
7) Memeriksa cakupan LADK dan kelengkapan informasi yang 
dicantumkan dalam LADK, dan 
8) Memeriksa kesesuaian cakupan LPSDK dan kelengkapan informasi 
yang dicantumkan dalam LPSDK. 
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Prosedur dalam audit ini menuntun auditor dalam membuat pernyataan 
kepatuhan peserta Pilkada dalam penerimaan, penggunaan dan pelaporan dana 
kampanye pada pemilihan kepala daerah. Keharusan bagi auditor untuk 
menjalankan tugas, peran dan kwajibannya melakukan audit dana kampanye 
sesuai prosedur audit dana kampanye pada pemilihan kepala daerah. 
Sejalan dengan penjelasan diatas, Ibu Ayu dalam wawancaranya juga 
menerangkan, bahwa: 
“Peran Kantor Akuntan Publik/Auditor adalah untuk menilai kepatuhan 
pelaporan dana kampanye sesuai ketentuan perundang-undangan yang 
mengatur dana kampanye”. 
 
Ibu Dian selaku auditor yang pernah malukan audit ini mengungkapkan, 
bahwa: 
 
“Peran auditor dalam melakukan audit inikan sebagai pelaksana setelah itu 
menyerahkan/memberikan pernyataan patuh atau tidak patuh Paslon atas 
LPPDK yang dilakukan. Dan kamipun juga punya regulasi di IAPI apabila 
tidak melakukan audit denga baik, maka akan kena sanksi. Jadi ya peran 
auditor disini sangat penting.  
 
  Peran serta atau keterlibatan auditor dalam melakukan audit ini juga dapat 
dibuktikan pula melalui tanda bukti hasil kerja sama antara auditor dengan 
KPU, sebagaimana yang dikatakan Ibu Ayu lebih lengkap dalam hasil 
wawancaranya, bahwa: 
“KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyerahan Laporan Dana 
Kampanye dari peserta Pemilu kepada Kantor Akuntan Publik 
(KAP)/Auditor, selanjutnya Kantor Akuntan Publik (KAP)/Auditor 
membuat tanda terima Laporan Dana Kampanye yang ditanda tangani 
bersama dengan peserta Pemilu/Tim Kampanye/Petugas Penghubung dan 
KPU Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil 
penerimaan Laporan Dana Kampanye dalam Berita Acara”. 
 
Semua konsep-konsep moral dalam melakukan pekerjaan berasal dari 
alasan bukan hanya dari pengalaman. Kebaikan akan termanifestasikan 
74 
 
 
 
dengan sendirinya ketika bertindak untuk kepentingan tugas. Auditor dalam 
menjalankan audit dana kampanye berarti mengambil kewajiban terhadap 
dirinya untuk bertanggung jawab atas pekerjaannya yang dipandu melalui 
prosedur audit dana kampanye. Audit yang berkualitas adalah audit yang 
dilakukan oleh auditor yang kompoten serta memiliki sifat independen. 
Auditor yang memiliki kemampuan baik dalam teknologi, maupun dalam 
memahami dan melaksanakan prosedur audit yang benar. 
Sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Rohma, dkk. (2017) 
dengan judul penelitiannya “Prosedur Audit Dana Kampanye untuk Calon 
Kepala Daerah pada KAP ZK” menunjukkan bahwa, prosedur audit dana 
kampanye dan hasil audit dana kampanye pada salah satu calon kepala daerah 
di salah satu kabupaten di Provinsi Lampungadalah dengan melaporkan 
penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu. Data sekunder yang 
digunakan berupa laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye atau 
LPPDK peserta Pilkada. Untuk mengetahui hasil audit dana kampanye calon 
kepala daerah, maka LPPDK calon kepala daerah dianalisis kesesuaiannya 
dengan prosedur audit dana kampanye. 
Hidayat (2010) dalam penelitiannya “Pelaksanaan Audit Berdasarkan 
Prosedur Audit yang Disepakati atas Laporan Dana Kampanye” juga 
menjelaskan bahwa audit yang dilakukan dengan benar akan menghasilkan 
suatu temuan-temuan audit yang dapat digunakan sebagai bentuk akhir suatu 
laporan hasil audit dana kampanye. Analisis yang dilakukan adalah dengan 
membandingkan data-data dari intenal auditor yang berkaitan dengan audit 
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atas dana kampanye dengan mengevaluasi pelaksanaan prosedur audit yang 
disepakati atas laporan dana kampanye pada periode awal tahun 2010 di KAP. 
Prosedur audit yang dipatuhi auditor dalam pelaksaan tugas ini dapat 
dibangun melalui teori deontologi agar yang dijalankan dapat memberikan 
manfaat atau kebaikan pada semua pihak yang bersangkutan. Tindakan 
dianggap benar jika tindakan itu juga dianggap benar oleh pihak yang 
menghendaki tindakan itu dengan mengatakan dengan penuh kejujuran dan 
dengan tidak melakukan tindakan atau pengungkapan yang tidak semestinya. 
Tugas auditor sesuai prosedur merupakan standar yang dapat menilai etika 
perilaku dalam melakukan audit. 
Sejalan dengan penelitian Wiboyo (2010) tentang “Pengaruh Gender, 
Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan terhadap Auditor Judgment” 
menyatakan bahwa, ketika auditor bertindak berdasarkan rasa kewajiban maka 
akan muncul nilai moral. Auditor akan bertindak dengan benar saat mengikuti 
tugas dan kewajiban yang ada, bukan karena tugas dan kewajiban tersebut 
menimbulkan konsekuensi yang baik seperti yang dipahami dalam teori 
deontologi, dan bukan karena hal-hal tersebut dapat meningkatkan kenikmatan 
atapun kesenangan, tetapi akan melakukannya demi tugas dan kewajiban 
tersebut. Dalam mengungkapkan suatu pendapat, harus mengerahkan segenap 
ketelitian dan perhatian yang sepantasnya dilakukan untuk memperoleh bukti 
faktual yang memadai guna mendukung pendapatnya tersebut. Dengan alasan 
itulah prosedur audit dapat dijalankan berdasarkan pada pemahaman teori 
deontologi. 
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2. Peran Auditor atas Hasil Audit Dana Kampanaye pada Pemilihan 
Kepala Daerah 
 Konflik dalam melakukan audit sering terjadi dan akan berkembang pada 
saat auditor mendapatkan informasi dan ingin mengungkapkan informasi 
tersebut akan tetapi ada pihak yang tidak ingin informasi tersebut 
dipublikasikan kepada umum. Keadaan ini akhirnya akan menjadi sebuah 
dilema tersendiri bagi auditor dimana dia diharuskan membuat keputusan yang 
menyangkut akuntabilitas, transparansi dan independensinya dengan imbalan 
ekonomis yang mungkin tidak sesuai etika profesi atau pekerjaannya dalam 
menghasilkan audit dana kampanye. 
 Audit dana kampanye pada pemilihan kepala daerah dilakukan oleh 
auditor melalui prosedur audit sebagai pelaksana dan memberikan hasil audit 
atas pemeriksaan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye oleh 
peserta/pasangan kepada KPU. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Ibu 
Dian sebelumnya, bahwa: 
“Peran auditor dalam melakukan audit inikan sebagai pelaksana setelah itu 
menyerahkan/memberikan pernyataan patuh atau tidak patuh Paslon atas 
LPPDK yang dilakukan”. 
 
 Pemeriksaan atas prosedur yang dilaksanakan oleh auditor dalam audit 
dana kampanye adalah sebagai berikut:  
a. Pelaksana Audit Dana Kampanye 
Perikatan audit yang digunakan oleh KAP/auditor dalam pelaksanaan 
audit dana kampanye merupakan sebuah perikatan atestasi yang mengacu 
kepada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) khususnya Standar 
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Atestasi (SAT) 500 mengenai Atestasi Kepatuhan. Dalam melaksanakan 
auditnya, auditor akan merancang dan menjalankan prosedur audit untuk 
memperoleh keyakinan memadai terhadap kepatuhan asersi 
Peserta/Pasangan Calon. 
1) Pemerolehan Bukti tertulis Pernyataan Kepatuhan 
Auditor tidak dapat menerapkan standar atestasi ini jika 
Peserta/Pasangan Calon tidak menyajikan asersi tertulis, sehingga 
pemerolehan bukti asersi secara tertulis sebelum dilaksanakannya audit 
menjadi hal yang mutlak. Ketentuan PKPU mengatur bahwa 
Peserta/Pasangan Calon harus membuat asersi atau laporan tertulis 
mengenai kepatuhan dana kampanye dan menyerahkannya kepada KPU 
yang kemudian diserahkan kepada auditor untuk dilakukan audit. 
2) Perencanaan Audit 
 Perencanaanvdan supervisi yang memadai membantu efektivitas 
prosedur atestasi. Perencanaan memadai secara langsung mempengaruhi 
pemilihan prosedur yang semestinya dan ketepatan penerapannya, serta 
supervisi memadai membantu menjamin bahwa prosedur yang 
direncanakan tersebut ditetapkan semestinya. 
Perencanaan Audit dalam Audit Dana Kampanye meliputi:  
a) Penilaian Risiko 
b) Pemerolehan pemahaman atas persyaratan kepatuhan tertentu; 
-  Undang-undang, peraturan dan ketentuan dalam pedoman audit 
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- Pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang 
diperoleh dari permintaan keterangan dengan personil kunci dari 
dalam dan luar Peserta/Pasangan Calon. 
c)      Materialitas 
3)    Pemerolehan bukti yang Cukup dan Tepat 
  Tujuan auditor adalah untuk merancang dan melaksanakan prosedur 
audit sedemikian rupa untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat 
untuk dapat menarik kesimpulan memadai sebagai basis pendapat auditor. 
Kecukupan dan ketepatan bukti audit saling berkaitan satu dengan lainnya. 
Kecukupan merupakan ukuran kuantitas bukti audit sedangkan ketepatan 
merupakan ukuran kualitas bukti audit. 
 Kuantitas bukti audit yang dibutuhkan dipengaruhi oleh penilaian 
auditor atas risiko kesalahan penyajian material (makin tinggi risiko, 
makin banyak bukti audit yang dibutuhkan) dan kualitas bukti audit 
(makin baik kualitas bukti audit, makin sedikit bukti yang dibutuhkan). 
Adanya keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan audit atas 
laporan dana kampanye dapat mempengaruhi pertimbangan professional 
dalam menentukan kecukupan bukti audit. Sebagian besar pekerjaan 
auditor dalam merumuskan pendapat auditor terdiri dari pemerolehan dan 
pengevaluasian bukti audit. Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit 
dapat mencakup: 
1. Inspeksi; 
2. Observasi; 
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3. Konfirmasi; 
4. Penghitungan kembali; 
5. Pelaksanaan ulang (reperformance); 
6. Prosedur analitis; dan 
7. Memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas prosedur 
permintaan keterangan dari Pasangan Calon. 
4)      Jadwal Pelaksanaan 
Auditor wajib menyelesaikan audit paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU dan Peserta/Pasanga 
Calon wajib membantu auditor dengan menyediakan semua catatan, 
dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu. 
b.   Memberikan Hasil Audit Dana Kampanye 
Laporan Hasil pekerjaan audit disusun dalam 2 (dua) laporan terpisah, 
dengan sistematika sebagai berikut: 
1)  Laporan 1 
a) Asersi Pasangan Calon 
b) Surat pernyataan independensi KAP; 
c) Laporan Akuntan Independen; 
d) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta 
Pemilihan; 
e) Dasar penunjukan dan Ruang Lingkup penugasan KAP; dan 
f) Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 
Peserta Pemilihan. 
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2)  Laporan 2 
     Ringkasan kertas kerja audit atas laporan penerimaan dan pengeluaran 
Dana Kampanye Pasangan Calon. Auditor wajib menyampaikan hasil 
audit kepada KPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya 
LPPDK dari KPU. 
 Uraian diatas adalah jalan yang ditempuh auditor dalam menghasilkan 
audit dana kampanye, sebagaimana penjelasan Bapak Anwar dalam hasil 
wawancaranya, bahwa: 
“Auditor dibutuhkan untuk memberikan rekomendasi, jadi hasil-hasil yang 
ditemukan dalam melakukan audit, hanya dia yang tau dengan partai 
politik pasangan pemenang. Saat selsai memberikan pernyataan patuh atau 
tidak, baik dari semua persyaratan atau tidak, ketika sudah ada pernyataan 
patuh dari auditor maka selanjutnya terbitlah rekomendasi”. 
 
Sejalan denganpernyataan Ibu Dian sebelumnya sebagai orang yang 
berpengalaman melakukan audit ini juga menagatakan, bahwa: 
 
“Peran auditor dalam melakukan audit inikan sebagai pelaksana setelah itu 
menyerahkan/memberikan pernyataan patuh atau tidak patuh Paslon atas 
LPPDK yang dilakukan. Dan kamipun juga punya regulasi di IAPI apabila 
tidak melakukan audit denga baik, maka akan kena sanksi. Jadi ya peran 
auditor disini sangat penting.  
 
Lebuh jelas lagi Ibu Ayu dalam wawancaranya mengatakan, bahwa: 
“Auditor atau KAP wajib menyelesaikan audit paling lama 30 hari 
terhitung sejak menerima laporan dana kampanye dari KPU Provinsi atau 
KPU Kab/Kota”. 
 
Auditor dalam membuat pernyataan hendaknya harus memperhatikan 
alasan pekerjaannya karena akan berdampak pada pernyataan yang dibuat saat 
melakukan audit. Audit yang berkualitas yang dilakukan atau yang dihasilkan 
auditor dalam audit dana kampanye didasarkan pada apa yang disampaikan 
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oleh auditor. Pernyataan atas hasil audit diperlukan untuk menilai seluruh 
bukti yang ada dalam proses audit dana kampanye. Bukti inilah yang 
digunakan untuk menyatakan pendapat atas laporan hasil audit kepatuhan 
yang telah dilakukan. Peran auditor dalam LPPDK ini dibuktikan dengan tidak 
akan dilakukannya pengumuman pemenangan peserta atau calon kepala 
daerah sebelum auditor meyerahkan hasil audit dana kampanye. Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 1 tahun 2017 telah menjelaskan 
tentang “Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Kepala 
Daerah” dimana auditor memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk 
menyampaikan atau menyerahkan hasil audit yang dilakukan dalam LPPDK 
kepada KPU.  
Sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Antony (2014) 
tentang “Analisis Perilaku Reduksi Kualitas Audit Kap X dalam 
Melaksanakan Audit berdasarkan prosedur Yang Disepakati” menjelaskan, 
bahwa pelaporan dana kampanye oleh partai politik sesuai dengan peraturan 
KPU No. 06 Tahun 2010 tentang audit laporan dana kampanye yang 
dilakukan kantor akuntan publik (KAP) adalah audit berupa perikatan 
prosedur yang disepakati. Ancaman yang tersirat dalam melakukan audit dana 
kampanye adalah kualitas pekerjaan audit itu sendiri. Kualitas kerja secara 
langsung dipengaruhi oleh perilaku pekerja itu sendiri (auditor) dan secara 
tidak langsung dipengaruhi oleh lingkungan kerja, kondisi pekerjaan dan hal-
hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Reduksi kualitas audit merupakan 
perilaku atau tindakan yang dilakukan auditor selama pelaksanaan prosedur 
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audit yang mereduksi efektivitas bukti-bukti audit yang dikumpulkan. Deteksi 
perilaku reduksi kualitas audit pada KAP X dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui keterjadian perilaku reduksi kualitas audit ketika dilakukannya 
audit berdasarkan kontrak prosedur yang disepakati terhadap dana kampanye. 
Pelanggaran yang dilakukan auditor pada dasarnya terjadi dalam 
penyalahgunaan ataupun penyelewengan fungsi dan tanggung jawab pada saat 
melakukan audit dana kampanye. Sedangkan auditor dituntut dapat 
melaksanakan pekerjaannya secara profesional sehingga laporan audit yang 
dihasilkan akan berkualitas sesuai peran yang sebenarnya. Dalam pelaksanaan 
itu, peran auditor dapat dibangun melalui teori deontologi yang didasarkan 
pada moral tentang apa yang benar dan salah yang menitikberatkan pada 
moralitas inheren (yang melekat secara internal pada individu) yang 
mendasari suatu perilaku. 
Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Arini (2015) dalam judul 
“Uji Multi Stage Pengaruh Karakteristik Personal Auditor Terhadap Kualitas 
Audit melalui  Perilaku Dysfungsional Audit dengan  Pendekatan Keputusan 
Berbasis Etis” sebelumnya menjelaskan bahwa perkembangan moral  
mempengaruhi perilaku auditor dalam melakukan audit. Moral dalam teori 
deontology dapat lebih menurunkan niat auditor untuk tidak melakukan 
perilaku  menyimpang dalam melakukan audit. Menggunakan pendekatan 
teori deontologi tidak hanya mempertibangkan tindakan dan perilaku dalam 
melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya sehingga akan menghasilkan 
kualitas audit yang berkualitas. Sebaliknya auditor yang tidak menggunakan 
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pendekatan teori deontology dianggap tidak akan mempertimbangkan 
tindakan dan perilakunya sehingga cenderung melakukan pekerjaan tidak 
dengan sebaik-baiknya sehingga menghasilakan kualitas audit yang buruk. 
Pemaknaan dalam teori ini menekankan pada kewajiban manusia untuk 
bertindak secara baik. Sehingga diharapkan auditor dalam tindakannya 
melakukan audit dana kampanye berdasarkan dalam teori ini. Tindakan itu 
baik bukan hanya dinilai dan dibenarkan berdasarkan dari akibat atau tujuan 
baik dari tindakan itu sendiri, melainkan karena berdasarkan tindakan itu 
sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri. Dengan kata lain tindakan itu 
bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakan berdasarkan kewajiban yang 
memang harus dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat dari tindakan itu. 
Auditor yang bertindak baik dalam melakukan pekerjaannya adalah auditor 
yang memenuhi kewajibannya, yaitu patuh terhadap prosedur dalam menilai 
segala permasalahan dalam lingkup pekerjaannya serta peran yang dapat 
dibenarkan secara etika khususnya dalam audit dana kampanye pada 
pemilihan kepala daerah. 
Peran auditor serta prosedur audit dalam audit dana kampanye yang 
dibangun melalui teori deontologi secara jelas dapat membangun rasa 
tanggungjawab auditor dengan menjalankan tugasnya dalam memberikan 
pernyataan hasil audit. Tidak hanya itu, auditor juga diharapkan tetap memiki 
sifat-sifat yang baik terhadap penugasannya dalam memeriksa dana kampanye 
yang digunakan peserta Pilkada atau LPPDK, seperti: 
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a. Akuntabilitas 
 Kewajiban-kewajiban atas pelaksanaan audit dana kampanye yang 
dilakukan auditor harus dipenuhi agar nantinya laporan yang ada dapat dibuka 
kepada pemangku kepentingan yang mempunyai hak untuk mengetahui 
laporan tersebut. Tujuan membuka laporan dana kampanye adalah menguji 
prinsip akuntabilitas auditor dengan bertanggungjawab dalam pekerjaan audit 
yang dilakukan dalam penerimaan dan penggunaan/pengeluaran dana 
kampanye oleh peserta pemilihan kepala daerah sesuai prosedur dan tidak 
melanggar peraturan perundang-undangan. 
b. Transparansi 
 Prinsip transparansi mengharuskan auditor bersikap terbuka terhadap 
semua proses audit dan hasil audit yang dilakukan atas segala penerimaan dan 
pengeluaran dana kampanye yang dilakukan para peserta/pasangan calon 
pemilihan kepala daearah. Terbuka atas daftar-daftar para penyumbang yang 
terlibat dalam penerimaan dan penggunaan dana  kampanye pada pemilihan 
kepala daerah.  
c. Independensi 
 Sifat independensi juga merupakan keharusan bagi seorang auditor untuk 
dimiliki dalam menjalankan atau melakukan audit dana kampanye pada 
pemilihan kepala daerah. Melihat pengaruh independensi ini sangat inti demi 
kelancaran dan tercapainya tujuan audit atas hasil audit kepatuhan yang 
dilakukan. Ketegasan dan kebebasan auditor menjalankan kewajibannya 
dalam mengaudit dana kampanye bergantung pada seberapa besar sifat 
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independesi yang dimilikinya. Penjelasan diatas sesuai pertanyaan dari Ibu 
Ayu, bahwa: 
“Menciptakan transparansi dan akuntabilitas atas penerimaan, 
penggunaan/pengelolaan dan pelaporan dana kampanye dengan menilai 
tingkat kepatuhan pelaporan, auditor harus memiliki sifat independensi 
dalam melakukan audit ini”. 
 
 Senada dengan pernyataan itu, Bapak Anwar juga mengatakan dalam 
wawancaranya, bahwasanya: 
“Kantor Akuntan Publik (KAP)/Auditor telah transparan dan independen 
dalam melakukan audit dana kampanye”. 
 
Begitupula yang telah diungkapkan oleh Ibu Dian selaku Auditor, 
bahwasanya: 
“Iya, dan kami pun tetap berusaha untuk bersikap independen dalam 
melakukan Audit Dana Kampanye”. 
 
 Prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sifat independesni yang 
dimiliki auditor dalam melakukan audit dana kampanye untuk menghasilkan 
audit yang baik sesuai prosedur ini sangat penting untuk dilakukan. Jelas dari 
pernyataan diatas yang tertuang dalam hasil wawancara yang dilakukan bahwa 
mengingat banyaknya indikasi kemungkinan penyimpangan yang terjadi 
dalam pelaksaan demi untuk mendapatkan hasil audit dana kampanye maka 
pondasi yang harus dibangun terlebih dahulu dan yang amat penting adalah 
pondasi moral diri sendiri dalam melaksanakan segala bentuk tugas, 
kewajiban dan tanggungjawab. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Prosedur audit dana kampanye pada pemilihan kelapa daerah daerah terdiri 
atas: a.Pengujian Asersi atas Umum, b. Periode Pencatatan dan Pelaporan, 
c.Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, atas: Rekening Khusus 
Dana Kampanye, Batasan Maksimum, Batasan Pengeluaran Dana 
Kampanye, Ketepatan waktu pelaporan LADK/LPSDK/LPPDK ke KPU 
Provinsi serta penyetoran sumbangan yang dilarang kas Negara,Laporan 
Rekening Khusus Dana Kampanye, Pembukaan RKDKP nama bank, 
nama pemilik RKDKP, dan Cakupan LADK. 
2. Peran auditor atas hasil audit dana kampanye pada pemilihan kepala 
daerah adalah sebagai pelaksana dan memberikan hasil audit dana 
kampanye kepada KPU dalam melakukan audit dana kampanye dengan 
menilai tingkat kepatuhan peserta Pilkada dalam penerimaan, penggunaan 
dan pelaporan dana kampanye (LPPDK) pemilihan kepala daerah. 
B. Keterbatasan dan Saran 
Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa ada banyak keterbatasan yang 
ada baik keterbatasan peniliti dalam menyusun penelitian, maupun keterbatasan 
sumber-sumber referensi yang sangat mempengaruhi kelancaran penyusunan 
penelitian ini. Seiring dengan itu juga, peneliti mengharapkan perbaikan dan 
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saran-saran yang membangun penelitian dimasa yang akan datang. Penelitian 
kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif ini tentu memiliki 
keterbatasan didalamnya, yang diantaranya: 
 Pertama, hasil penelitian ini hanya berfokus pada satu objek penelitian, 
sehingga dianggap kurang maksimal dalam memperoleh informasi yang 
dibutuhkan. Kedua, menjelang pelaksanaan pemilu, hampir seluruh Anggota 
objek penelitian sibuk bekerja sehingga kurang maksimal dalam memberikan 
informasi. Ketiga, untuk konfirmasi peneliti hanya melibatkan tiga informan dari 
Kabag. dan Kasubbag. sebagai objek penelitian. Dan yang keempat, meskipun 
penilitian ini menggunakan triangulasi dalam pengumpulan dan analisis data, akan 
tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya bias dikarenakan sifat subjektivitas 
dari peneliti. Hasil dari wawancara, gambar dan data dari perusahaan dapat salah 
ditafsirkan. Meskipun demikian, hal-hal tersebut seharusnya bukan menjadi suatu 
masalah, karena paradigma apapun yang digunakan oleh peneliti, tidak ada yang 
bebas dari bias subjektivitas. 
Oleh karena itu, berdasarkan keterbatasan-keterbatasan diatas, maka  harapan 
untuk penelitian yang akan datang diharapkan dapat lebih maksmimal dalam 
enelitiannya, melibatkan lebih banyak informan, serta waktu yang digunakan lebih 
tepat dan efektif.  Sedangkan untuk objek penelitian sendiri, sekiranya lebih siap 
dan lebih terbuka menyediakan data, memberikan kesempatan dan waktu yang 
baik bagi peneliti untuk melakukan penelitian. 
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MANUSKRIP PENELITIAN 
1. Siapakah yang menentukan atau memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) atau 
Auditor dalam melakukan audit dana kampanye ? 
2. Apakah ada kriteria-kriteria khusus dalam penentuan KAP atau Akuntan 
Publik/Auditor dalam melakukan audit dana kampanye ? 
3. Apakah ukuran KAP atau Akuntan Publik/Auditor mempengaruhi penentuan 
dalam melakukan audit dana kampanye ? 
4. Apakah KAP atau Akuntan Publik/Auditor telah transparan dalam 
menjalankan audit dana kampanye ? 
5. Apakah KAP atau Akuntan Publik/Auditor harus memiliki sifat independensi 
dalam melakukan audit dana kampanye ? 
6. Bagaimanakah peran KAP atau Akuntan Publik/Auditor atas hasil audit dana 
kampanye ? 
7. Bagaimanakah prosedur penentuan KAP sebagai Auditor Paslon dalam 
pemeilihan kepala daerah ? 
8. Bagaimanakah prosedur audit dana kampanye pada pemilihan kepala daerah ? 
9. Seberapa besarkah pengaruh prosedur audit terhadap hasil audit dana 
kampanye ? 
 
 
 
RESUME WAWANCARA 
 
Nama   : Julita Rahayu 
Jabatan  : Kasubbag. Hukum 
Tempat : Komisi Pemelihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan 
Hari/Tanggal : Jum’at, 5 Oktober 2018 
 
1. Siapakah yang menentukan atau memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) 
atau Auditor dalam melakukan audit dana kampanye ? 
“Yang menentukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan Audit 
Dana Kampanye adalah KPU tingkat Provinsi yang nantinya akan melakukan 
Audit Dana Kampanye hingga tingkat Kabupaten/Kota”. 
 
2. Apakah ada kriteria-kriteria khusus dalam penentuan KAP atau 
Akuntan Publik/Auditor dalam melakukan audit dana kampanye ? 
 
“Kriteria khusus dalam penentuan Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah : 
a. Tidak berafiliasi secara langsung atau tidak langsung dengan pasangan 
Calon dan Partai Politik, 
b. Bukan Anggota Partai Politik yang mengusulkan pasangan Calon atau Tim 
Kampanye Pasangan Calon, 
c. Diutamakan yang telah memiliki sertifikat Audit”. 
 
3. Apakah ukuran KAP atau Akuntan Publik/Auditor mempengaruhi 
penentuan dalam melakukan audit dana kampanye ?  
“Kriteria Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan Audit Dana 
Kampanye adalah berlandaskan standar perikatan asurans”.  
 
4. Apakah KAP atau Akuntan Publik/Auditor telah transparan dalam 
menjalankan audit dana kampanye ? 
“Kantor Akuntan Publik (KAP) telah transparan didalam proses Audit Dana 
Kampanye”. 
 
5. Apakah KAP atau Akuntan Publik/Auditor harus memiliki sifat 
independensi dalam melakukan audit dana kampanye ? 
“Ya, Kantor Akuntan Publik (KAP) harus independen dalam melakukan Audit 
Dana Kampanye”. 
 
6. Bagaimanakah peran KAP atau Akuntan Publik/Auditor atas hasil audit 
dana kampanye ? 
“Peran Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah untuk menilai kepatuhan 
Pelaporan Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan yang mengatur Dana Kampanye”. 
 
7. Bagaimanakah prosedur audit dana kampanye pada pemilihan kepala 
daerah ? 
“Prosedur kerja Audit Dana Kampanye pada pemilihan kepala daerah : 
a. KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyerahan Laporan Dana Kampanye 
dari peserta Pemilu kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) 
b. Kantor Akuntan Publik (KAP) membuat tanda terima Laporan Dana 
Kampanye yang ditanda tangani bersama dengan peserta Pemilu / Tim 
Kampanye / Petugas Penghubung dan KPU Kabupaten/Kota 
c. KPU Kabupaten Kota menuangkan hasil penerimaan Laporan Dana 
Kampanye dalam Berita Acara”. 
 
8. Apakah peran Auditor telah sesuai dengan prosedur dalam melakukan 
audit dana kampanye ? 
“Ya, telah sesuai prosedur” 
 
9. Seberapa besarkah pengaruh prosedur audit terhadap hasil audit dana 
kampanye ? 
“Sangat berpengaruh” 
10. Apakah yang Ibu ketahui tentang audit dana kampanye ? 
“Audit dana kampanye adalah proses pemeriksaan dana kampanye peserta 
pilkada/pemiluh baik berupa uang, barang dan jasa yang digunakan untuk 
membiayai kegiatan kampanye”. 
 
11. Mengapa audit dana kampanye harus dilakukan ? 
“Audit dana kampanye harus dilakukan demi terciptanya transparansi dan 
akuntabilitas atas pencatatan, pengelolaan dan pelaporan dana kampanye 
peserta pilkada. Selain itu, untuk menilai kepatuhan pelaporan dana kampanye 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengenai tentang dana 
kampanye”. 
 
12. Berapalamakah jangkauan waktu auditor atau peserta (pilkada) harus 
melaporkan hasil audit dana kampanye ke KPU ? 
“Auditor atau KAP wajib menyelesaikan audit paling lama 30 hari terhitung 
sejak menerima laporan dana kampanye dari KPU Provinsi atau KPU 
Kab/Kota. Selanjutnya KPU menyampaikan hasil audit dana kampanye 
kepada peserta pilkada/pemiluh paling lambat 7 hari setelah menerima hasil 
audit dari auditor atau KAP”. 
 
13. Siapakah yang bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil audit dana 
kampanye yang dilaporkan ke KPU ? 
“Yang bertanggun jawab atas hasil audit LPPDK adalah Pasangan 
calon/peserta Pilkada”. 
RESUME WAWANCARA 
 
Nama   : Andi Anwar Masaddad Thahir  
Jabatan  : Kasubbag. Umum dan Logistik 
Tempat : Komisi Pemelihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan 
Hari/Tanggal : Jum’at, 5 Oktober 2018 
 
1. Siapa yang menentukan atau memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) 
atau auditor dalam melakukan audit dana kampanye ? 
“Pemilihan Kantor Akuntan Publik berdasarkan pada peraturan Presiden 
(Perpres) No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. 
Kemudian dalam proses pemilihannya langsung oleh pejabat pengadaan 
jika nilai atau harga yang dipasang KAP dibawah Rp. 100.000.000,- 
namun jika lebih dari nilai itu maka LKPBJ akan melakukan pemilihan 
KAP melalui mekanisme tender. Semua peraturan demikian diatur dalam 
perpres sesuai PABU dan angaran KPU”. 
 
2. Apakah ada kriteria-kriteria khusus dalam penentuan KAP atau 
Akuntan Publik dalam melakukan audit dana kampanye ? 
 
“Yang paling penting memang adalah pengalaman dalam mengaudit, 
memiliki sertifikat serta terdaftar di IAP, dan juga sesui dengan yang telah 
dikatakan oleh ibu Ayu, tidak sedang beraviliasi oleh pihak manapun, 
bukan keluarga”. 
3. Apakah ukuran KAP atau Akuntan Publik mempengaruhi penentuan 
dalam melakukan audit dana kampanye ? 
 
“Tidak ada, yang penting sudah memenuhi krtireria yang tadi saja”. 
 
4. Apakah KAP atau Akuntan Publik/Auditor telah transparan dalam  
menjalankan audit dana kampanye ? 
 
“Kantor Akuntan Publik (KAP) telah transparan didalam proses Audit Dana 
Kampanye”. 
 
5. Apakah KAP atau Akuntan Publik harus memiliki sifat independensi 
dalam melakukan audit dana kampanye ? 
 
“Ya, Kantor Akuntan Publik (KAP) harus independen dalam melakukan Audit 
Dana Kampanye”. 
 
6. Bagaimanakah peran KAP atau Akuntan Publik atas hasil audit dana 
kampanye ? 
“Cukup signifikan, karena jika tidak melakukan audit atau tidak sesuai kriteria 
maka akan didiskualifikasi dalam melakukan audit, seandainya jika tidak 
memasukkan laporan hasil audit yang dilakukan”. 
7. Bagaimanakah prosedur audit dana kampanye pada pemilihan kepala 
daerah ? 
 
“Prosedur penentuan KAp itu seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kemudian 
dari pihak pelaksana memberikan ruang kepada semua KAP yang ingin 
melakukan audit untuk memberikan penawaran dan yang diterima oleh tim 
pelaksana adalah penawaran harga terendah. Seperti PilGub baru-baru ini, 
KAP yang dibituhkan hanya 4 KAP, namun yang ikut menawarkan diri untuk 
melakukan audit lebih dari 4 KAP, sekitaran 12 KAP”. 
 
8. Apakah peran auditor telah sesuai dengan prosedur dalam melakukan 
audit dana kampanye ? 
“Iya telah sesuai”. 
 
9. Seberapa besarkah pengaruh prosedur audit terhadap hasil audit dana 
kampanye ? 
“Seperti yang katakana Ibu Ayu sebagai Kabag Hukum, bahwa auditor 
dibutuhkan untuk memberikan rekomendasi, jadi hasil-hasil yang ditemukan 
dalam melakukan audit itu, dia sendiri yang tahu denga partai politik pasangan 
pemenang, karena auditor tidak dituntut untuk memberikan opini, saat selesai 
melakukan audit, tugas selanjutnya hanya memberikan pernyataan patuh atau 
tidak patuh, apakah darri semua persyaratan di penuhi atau tidak ketika sudah 
ada pernyataan patuh dari KAp maka selanjutnya terbitlah rekomendasi”. 
RESUME WAWANCARA 
 
Nama   : Ismail Masse 
Jabatan  : Kabag. Program, Data, Organisasi dan SDM  
Tempat : Komisi Pemelihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan 
Hari/Tanggal : Senin, 22 Oktober 2018 
 
1. Siapa yang menentukan atau memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) atau 
auditor dalam melakukan audit dana kampanye ? 
“Jadi yang menentukan dan memilih kantor tentu melalui tender langsung, iya. 
Yang saya tau itukan KAP yang mau melakukan audit dana kampanye, baik itu 
kmpanye pelaksaan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil 
bupati kemudian wali kota dan wakil wali kota, legislatif serta pemilihan presiden 
dan wakil presiden. Tapi tentu untuk prsediden kan ada di Jakarta. Itukan mereka 
memasukkan biaya-biaya dalam hal pelaksanaan biaya kampanye, itu bermacam-
macam, tentu sudah dapat informasinya dari Kabag Hukum”. 
 
2. Seberapa besarkah pengaruh prosedur audit terhadap hasil audit dana 
kampanye ? 
“Pengaruh terkait dengan prosedur audit inikan tentu berkaiatan dengan tata 
aturan yang harus dilaksanakan peserta pemiluh, pilkada dan pemilihan presiden, 
istilahnya disini kita mau berlaku adil, berlaku adil pada semua peserta, jadi 
suapaya mereka juga patuh dan tidak ada kesenjangan dalam hal pengeluaran 
biaya kampanye”. 
 
”Tentu disini yang dimaksudkan bahwa misalnya pasangan A dan B kalau tidak 
diatur seperti itu, tentu mungkin ya mungkin  pasti ada yang banyak 
mengeluarkan, menggunakan uang dan ada juga yang sedikit. Karena mungkin 
memperoleh bantuan, dari siapa, rekananlah siapalah. Nah kalau tidak dibatasi 
dalam undang-undang dan PKPU pasti ya itu ada kesenjangan,  iya tentu, semakin 
banyak uang semakin banyak juga iya bagaimanalah menggunakan uangnya itu 
kita tidak tahu. Makanya kami asasnya KPU itu adalah salah satunya adil, 
memperlakukan adil pada semua, seperti itu dek”. 
 
 
RESUME WAWANCARA 
Nama      : Dian 
Jabatan     : Auditor  
Tempat     : Kap Kota Makassar 
Waktu/Tanggal : Senin, 19 November 2018  
 
1. Siapa yang menentukan atau memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) atau 
auditor dalam melakukan audit dana kampanye ? 
“Yang menentukan atau memiliki KAP sebagai auditor dalam audit dana 
kampanye adalah KPU”  
2. Apakah ada kriteria-kriteria khusus dalam penentuan KAP atau Akuntan 
Publik/auditor dalam melakukan audit dana kampanye ? 
“Kriteria dalam penentuannya itu ya kami tidak ada hubungan dengan Paslon, telah 
bergabung di IAPI dan tentu harus memiliki sertifikat Audit dari IAPI”. 
3. Apakah ukuran KAP atau Akuntan Publik/auditor mempengaruhi penentuan 
dalam melakukan audit dana kampanye ? 
“saya rasa tidak ada regulasi seperti itu”. 
4. Apakah KAP atau Akuntan Publik/Auditor telah transparan dalam  
menjalankan audit dana kampanye ? 
“Kami selaku pelaksana audit  telah berusaha transparan dalam proses Audit Dana 
Kampanye”. 
5. Apakah KAP atau Akuntan Publik/auditor harus memiliki sifat independensi 
dalam melakukan audit dana kampanye ? 
“Iya, dan kami pun tetap berusaha untuk bersikap independen dalam melakukan 
Audit Dana Kampanye”. 
6. Bagaimanakah peran KAP atau Akuntan Publik/auditor atas hasil audit dana 
kampanye ? 
“Peran auditor dalam melakukan audit inikan sebagai pelaksana setelah itu 
menyerahkan/memberikan pernyataan patuh atau tidak patuh Paslon atas LPPDK 
yang dilakukan. Dan kamipun juga punya regulasi di IAPI apabila tidak 
melakukan audit denga baik, maka akan kena sanksi. Jadi ya peran auditor disini 
sangat penting.  
7. Bagimana Prosedur penentuan KAP sebagai auditor pasangan calon pada 
pemilihan kepala daerah ? 
“Penentuannya itu dari KPU, tapi jika menurut UU Perpres penentuannya 
dilakukan secara penunjukan langsung atau melalui tender, kadang juga kami 
mengajukan proposal agar diterima untuk melakukan audit atas Paslon Pilkada” 
8. Bagaimanakah prosedur audit dana kampanye pada pemilihan kepala daerah ? 
“Prosedur itu terkait dengan LPPDK Paslon. KPU memberikan LPPDK Paslon 
yang akan diaudit kepada kami mulai dari LADK sampai pada LPSDK, inilah 
yang di audit auditor sesuai prosedur yang tertuang dalam PKPU No. 5 tahun 
2017 tentang dana yang boleh diperoleh, batasannya bagaimana, pelaporannya 
bagaimana. Itu semua kami audit untuk menilai kepatahan Paslon dalam 
laporannya”. 
9. Seberapa besarkah pengaruh prosedur audit terhadap hasil audit dana 
kampanye ? 
“tentu ini sangat memiliki pengaruh, karena prosedur itukan pedoman istilahnya, 
nah itulah yang menjadi acuan kami dalam melakukan audit”. 
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